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KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN  2014

TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PENGHAPUSAN,

DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terlaksananya tertib
administrasi dan tertib pengelolaan Barang Milik
Negara di lingkungan Kementerian Agama, perlu
adanya kesamaan persepsi dan langkah secara integral
dalam penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan
pemindahtanganan barang milik negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Agama tentang Pedoman Penggunaan,
Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan
Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian
Agama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4855);

4. Peraturan ...
PPPeraturan...
Peraturan...Ke
putusan...
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4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden
Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan
Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56
Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara;

6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun
2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan
Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang
Penjualan dan/atau Pemindahtanganan Barang-barang
yang Dimiliki/Dikuasai Negara;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007
tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan,
Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan
Barang Milik Negara;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007
tentang Penatausahaaan Barang Milik Negara;

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
33/PMK.06/2012 Tahun 2012 Tentang Tata Cara
Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;

12. Keputusan Menteri Agama Nomor 83 Tahun 2013
tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Pengelolaan
Barang Milik Negara Kepada Rektor/Ketua Perguruan
Tinggi Agama Negeri dan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi;

MEMUTUSKAN ...
PPPeraturan...Pera
turan...Keputusan
...
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PENGGUNAAN, PEMANFAATAN,
PENGHAPUSAN, DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG
MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
AGAMA.

KESATU : Menetapkan Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan,
Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik
Negara di lingkungan Kementerian Agama sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan
Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan
Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU merupakan acuan bagi para
pejabat/pelaksana dalam pengadministrasian
penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan
pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan
Kementerian Agama.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan Menteri Agama ini,
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 520
Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghapusan,
Pemanfaatan, dan Tukar Menukar Barang Milik/Kekayaan
Negara di lingkungan Departemen Agama dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di jakarta
pada tanggal 12 Februari 2015

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

BAHRUL HAYAT, Ph.D.
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN  2014
TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PENGHAPUSAN,
DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara di
lingkungan Kementerian Agama perlu adanya pedoman penggunaan,
pemanfaatan,  penghapusan, dan pemindahtanganan Barang Milik
Negara sebagai penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan,
Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik
Negara. Pedoman merupakan acuan bagi pejabat Pengguna/Kuasa
Pengguna Barang Milik Negara dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya.
Keputusan Menteri Agama Nomor 520 Tahun 2003 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penghapusan, Pemanfaatan, dan Tukar Menukar Barang
Milik/Kekayaan Negara di lingkungan Departemen Agama tidak
sesuai lagi dengan perkembangan organisasi dan perundang-
undangan yang berlaku.

B.Maksud dan Tujuan

1. Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi para
pejabat/pelaksana dalam pengadministrasian penggunaan,
pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan Barang Milik
Negara di lingkungan Kementerian Agama.

2. Pedoman ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi
dalam penetapan status penggunaan, pemanfaatan, penghapusan,
dan pemindahtanganan Barang Milik Negara di lingkungan
Kementerian Agama secara efektif dan efisien dengan berpegang
teguh pada prinsip yang tidak merugikan keuangan negara dan
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

C.Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman meliputi:

1. Penggunaan Barang Milik Negara;

2. Pemanfaatan Barang Milik Negara;

3. Penghapusan Barang Milik Negara; dan

4. Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

D. Ketentuan ...
PPPeraturan...P
eraturan...Keput
usan...
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D.Ketentuan Umum

Dalam Keputusan Menteri Agama ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua
barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah,
meliputi tanah, bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan.

2. Pengelola Barang adalah Menteri Keuangan dalam hal ini adalah
pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan
kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.

3. Pengguna Barang adalah Menteri Agama dalam hal ini adalah
pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN.

4. Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPB adalah
Kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna
Barang untuk menggunakan BMN yang berada dalam
penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

5. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang
dalam mengelola dan penatausahaan BMN sesuai dengan tugas dan
fungsi instansi yang bersangkutan.

6. Pemanfataan adalah pendayagunaan BMN yang tidak dipergunakan
sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga,
dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan
bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah
status kepemilikan.

7. Sewa adalah pemanfaatan BMN oleh pihak lian dalam jangka waktu
tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

8. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah
daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan
setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada
pengelola barang.

9. Penghapusan adalah tindakan penghapusan BMN dari daftar
dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang
untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna
Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab
administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam
penguasaannya.

10. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN sebagai
tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan,
dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah.

11. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik
negara/daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian
dalam bentuk uang.

12. Tukar menukar ...
PPPeraturan...Peratura
n...Keputusan...
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12. Tukar menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik
negara/daerah yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan
pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara
pemerintah pusat/pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan
menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya
dengan nilai seimbang.

13. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat
kepada pemerintah daerah, dari pemerintah daerah kepada
pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah
pusat/ pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh
penggantian.

14. Penilaian BMN adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif
didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan
menggunakan metode/teknik tertentu untuk memperoleh nilai
BMN.

Penerimaan Umum adalah penerimaan negara/lembaga yang berasal
dari pemanfaatan atau pemindahtanganan BMN yang tidak termasuk
dalam jenis penerimaan negara bukan pajak yang dapat
digunakan/diperhitungkan untuk membiayai kegiatan tertentu oleh
instansi bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
perundang-undangan yang mengatur tentang

BAB II ...
PPPeratur
an...Perat
uran...Ke
putusan..
.
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BAB II
PENGGUNAAAN BARANG MILIK NEGARA

I. Ketentuan  Pokok Penggunaan BMN

Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN:

1. BMN ditetapkan status penggunaannya.

2. Pejabat yang berwenang menetapkan status penggunaan BMN
yaitu:

a. Pengelola Barang; dan

b. Pengguna Barang.

3. BMN yang ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang
meliputi :

a. Tanah dan/atau bangunan serta kendaraan yang selanjutnya
disebut TBK;

b. Selain TBK yang nilai perolehannya diatas Rp.25.000.000,00 (dua
puluh lima juta rupiah) per unit/satuan atau barang yang memiliki
bukti kepemilikan;

4. BMN yang ditetapkan status penggunaannya oleh Pengguna Barang
yaitu: selain TBK yang nilai perolehannya sampai dengan
Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per unit/satuan
dengan mengacu pada Keputusan Menteri Agama Nomor 83 Tahun
2013 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Pengelolaan Barang
Milik Negara Kepada Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Agama Negeri dan
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

5. BMN yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan
harus ditetapkan status penggunaannya  oleh Pengelola Barang.

6. BMN yang  telah ditetapkan status penggunaannya untuk Pengguna
Barang, dapat  digunakan  sementara oleh Pengguna Barang lainnya
dalam jangka  waktu tertentu tanpa harus mengubah status
penggunaan BMN tersebut setelah terlebih dahulu mendapatkan
persetujuan Pengelola Barang.

7. Dalam hal BMN berupa bangunan, yang dibangun di atas tanah pihak
lain,  penetapan status penggunaan bangunan tersebut terlebih
dahulu harus diusulkan kepada Pengelola Barang dengan disertai
perjanjian antara Pengguna Barang dengan pihak lain yang memuat
jangka waktu, dan kewajiban para pihak.

8. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang wajib menyerahkan BMN
kepada Pengelola Barang berupa tanah  dan/atau  bangunan  yang
tidak digunakan untuk penyelenggaraan  tugas dan fungsinya.

II. Tata Cara Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara

1. Tata cara penetapan status penggunaan BMN berupa TBK, meliputi :

a. Tahap Persiapan

1) Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang harus
menyelesaikan  dokumen  kepemilikan  berupa sertipikat tanah
dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atas BMN berupa TBK
yang pengadaannya atas beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) atau perolehan lainnya yang sah.

2) Selain TBK...
PPPeraturan...Pe
raturan...Keputu
san...
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2) Selain TBK harus mempersiapkan Bukti Kepemilikan Kendaraan
Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

3) Penyelesaian dokumen kepemilikan atas tanah, berupa sertipikat
atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian
Agama sebagaimana dimaksud pada butir 1), diajukan  kepada
Kantor Pertanahan setempat.

4) Penyelesaian IMB sebagaimana  dimaksud  pada butir 1),
dilakukan  sebelum proses  pembangunan dimulai.

5) Penyelesaian dokumen kepemilikan kendaraan, berupa BPKB
dan STNK sebagaimana dimaksud pada butir 2), atas nama
satuan kerja.

b. Tahap Pengajuan Usulan

1) Kuasa Pengguna  Barang selain Perguruan Tinggi Keagamaan
Negeri (PTKN), mengajukan usul penetapan  status  penggunaan
kepada  Sekretaris Jenderal melalui Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi disertai  dengan asli dokumen
kepemilikan dan dokumen pendukung lainnya atas tanah
dan/atau bangunan yang bersangkutan  paling lama  1 (satu)
bulan  sejak diterimanya  dokumen kepemilikan.

2) Kuasa Pengguna  Barang  untuk satuan kerja eselon I pusat dan
PTKN, mengajukan usul penetapan  status  penggunaan  kepada
Sekretaris Jenderal disertai dengan asli dokumen kepemilikan
dan dokumen pendukung lainnya atas tanah dan/atau
bangunan yang bersangkutan  paling lama  1 (satu) bulan  sejak
diterimanya  dokumen kepemilikan.

3) Pengguna Barang mengajukan usul penetapan status
penggunaan kepada Pengelola Barang dengan disertai asli
dokumen  kepemilikan dan dokumen pendukung lainnya paling
lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya usulan  dari Kuasa
Pengguna Barang.

c. Tahap Penetapan Status Penggunaan
Penetapan status penggunaan TBK dilaksanakan dengan
Keputusan Pengelola Barang.

d. Tahap Pendaftaran, Pencatatan, dan Penyimpanan Dokumen
Kepemilikan

1) Pengguna Barang melakukan pendaftaran, pencatatan TBK ke
dalam Daftar  Barang  Pengguna, serta menyimpan
fotokopi/salinan  dokumen  kepemilikan dan dokumen
pendukung lainnya  yang disertai  dengan asli Keputusan PSP.

2) Kuasa  Pengguna Barang melakukan pendaftaran, pencatatan ke
dalam  Daftar Barang Kuasa Pengguna atas TBK serta
menyimpan fotokopi/salinan dokumen kepemilikan dan
dokumen pendukung lainnya disertai  dengan salinan
Keputusan PSP.

2. Tata cara penetapan status penggunaan BMN selain TBK yang nilai
perolehannya sampai dengan Rp. 25.000.000,0 (dua puluh lima juta
rupiah) per unit.

a. Tahap ...
PPPeratu
ran...Per
aturan...
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a. Tahap persiapan

Kuasa  Pengguna Barang harus menyelesaikan dokumen/bukti
kepemilikan atau berita acara serah terima barang atas perolehan
BMN selain TBK.

b. Tahap pengajuan usulan

1) Kuasa Pengguna Barang untuk Eselon I pusat mengajukan usul
penetapan status penggunaan kepada Sekretaris Jenderal
disertai dengan fotokopi/salinan dokumen/bukti kepemilikan
atau  berita acara serah  terima dan dokumen  pendukung
lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya
dokumen/bukti kepemilikan  atau berita acara serah terima.

2) Pengurus Barang untuk PTKN mengajukan usul penetapan
status penggunaan kepada Rektor/Ketua PTKN disertai dengan
fotokopi/salinan dokumen/bukti kepemilikan atau  berita acara
serah  terima dan dokumen pendukung lainnya paling lambat 1
(satu) bulan sejak diterimanya dokumen/bukti kepemilikan  atau
berita acara serah terima.

3) Kuasa Pengguna Barang selain PTKN mengajukan usul
penetapan status penggunaan kepada Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi disertai dengan fotokopi/salinan
dokumen/bukti kepemilikan atau  berita acara serah  terima,
dan dokumen  pendukung lainnya paling lambat 1 (satu) bulan
sejak diterimanya dokumen/bukti kepemilikan  atau berita acara
serah terima.

c. Tahap  penetapan  status  penggunaan

1) Rektor/Ketua PTKN/Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi menetapkan status penggunaan BMN selain TBK setelah
diterimanya usul penetapan yang disertai dokumen pendukung
secara lengkap dari Kuasa Pengguna Barang.

2) Sekretaris Jenderal menetapkan status penggunaan BMN selain
TBK setelah diterimanya usul penetapan yang disertai dokumen
pendukung secara lengkap dari Kuasa Pengguna Barang Eselon I
Pusat.

d. Tahap pendaftaran, pencatatan, dan penyimpanan dokumen
kepemilikan

1) Pengguna Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan BMN
selain TBK ke dalam Daftar Barang Pengguna dan menyimpan
fotokopi/salinan dokumen  kepemilikan yang disertai dengan asli
Keputusan PSP.

2) Kuasa Pengguna Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan
BMNselain TBK ke dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna  dan
menyimpan asli dokumen  kepemilikan yang disertai dengan
salinan Keputusan PSP.

3. Tata cara penetapan status penggunaan BMN selain TBK yang nilai
perolehannya di atas Rp. 25.000.000,0 (dua puluh lima juta rupiah)
per unit.

a. Tahap ...
PPPe
ratur
an...
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a. Tahap persiapan

Kuasa  Pengguna Barang harus  menyelesaikan dokumen/bukti
kepemilikan atau berita acara serah  terima barang  atas perolehan
BMN selain  TBK.

b. Tahap pengajuan usulan

1) Kuasa Pengguna Barang untuk Eselon I pusat mengajukan usul
penetapan status penggunaan kepada Kementerian Keuangan
melalui Sekretaris Jenderal disertai dengan fotokopi/salinan
dokumen/bukti kepemilikan atau  berita acara serah  terima dan
dokumen  pendukung lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sejak
diterimanya dokumen/bukti kepemilikan  atau berita acara
serah terima.

2) Kuasa Pengguna Barang untuk PTKN mengajukan usul
penetapan status penggunaan kepada Kementerian Keuangan
disertai dengan fotokopi/salinan dokumen/bukti kepemilikan
atau  berita acara serah  terima dan dokumen pendukung
lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya
dokumen/bukti kepemilikan  atau berita acara serah terima.

3) Kuasa Pengguna Barang selain PTKN mengajukan usul
penetapan status penggunaan kepada Kementerian Keuangan
melalui Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi disertai
dengan fotokopi/salinan dokumen/bukti kepemilikan atau
berita acara serah  terima, dan dokumen  pendukung lainnya
paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya dokumen/bukti
kepemilikan  atau berita acara serah terima.

c. Tahap  penetapan  status  penggunaan

Pengelola Barang menetapkan status penggunaan BMN selain TBK
setelah diterimanya usul penetapan yang disertai dokumen
pendukung secara lengkap dari Pengguna Barang.

d. Tahap pendaftaran, pencatatan, dan penyimpanan dokumen
kepemilikan

1) Pengguna Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan BMN
selain TBK ke dalam Daftar Barang Pengguna dan menyimpan
fotokopi/salinan dokumen  kepemilikan yang disertai dengan asli
Keputusan PSP.

2) Kuasa Pengguna  Barang  melakukan pendaftaran dan
pencatatan BMN selain TBK ke dalam Daftar Barang Kuasa
Pengguna  dan menyimpan asli dokumen  kepemilikan yang
disertai dengan salinan Keputusan PSP.

4. Tata cara penetapan  status penggunaan Barang  Milik Negara yang
dioperasikan  oleh  pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan
umum sesuai tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama.

a. Tahap persiapan

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang menyelesaikan
dokumen kepemilikan atas perolehan BMNyang pengadaannya atas
beban APBN atau perolehan lainnya yang sah berupa tanah
dan/atau bangunan,  dan selain tanah dan/atau bangunan.

b. Tahap ...
PPPeratu
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b. Tahap pengajuan usulan

1) Kuasa Pengguna Barang untuk Eselon I Pusat mengajukan  usul
penetapan status penggunaan Barang  Milik Negara, yang akan
dioperasikan oleh pihak lain, kepada Pengelola Barang melalui
Sekretaris Jenderal disertai  dengan  penjelasan dan
pertimbangan, dengan melampirkan  asli dokumen
kepemilikan/berita acara serah terima barang.

2) Kuasa Pengguna Barang untuk PTKN mengajukan usul
penetapan status penggunaan Barang  Milik Negara yang akan
dioperasikan oleh pihak lain kepada Pengelola Barang melalui
Sekretaris Jenderal disertai  dengan  penjelasan dan
pertimbangan, dengan melampirkan  asli dokumen
kepemilikan/berita acara serah terima barang.

3) Kuasa Pengguna Barang untuk selain PTKN mengajukan  usul
penetapan status penggunaan Barang  Milik Negara, yang akan
dioperasikan oleh pihak lain, kepada Sekretaris Jenderal melalui
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi disertai  dengan
penjelasan dan pertimbangan, dengan melampirkan  asli
dokumen  kepemilikan/berita acara serah terima barang untuk
diteruskan kepada Pengelola Barang.

c. Tahap penetapan status penggunaan

1) Pengelola Barang menerbitkan Keputusan status penggunaan
BMN yang akan dioperasikan oleh pihak lain setelah diterimanya
usulan secara lengkap dari Pengguna Barang;

2) Berdasarkan keputusan PSP BMN yang akan dioperasikan oleh
pihak lain maka Pengguna Barang menindaklanjuti dengan:

a. menerbitkan Keputusan  penunjukan pengoperasian Barang
Milik Negara; dan

b. menyerahkan pengoperasian BMN disertai dengan berita
acara serah terima.

3) Dalam hal Pengguna Barang akan menggunakan BMN yang telah
ditetapkan status penggunaannya untuk dioperasikan oleh pihak
lain, maka harus dimintakan persetujuan kembali untuk
penetapan status penggunaan kepada Pengelola  Barang.

d. Tahap pendaftaran, pencatatan, dan penyimpanan dokumen
kepemilikan

Pengguna  Barang melakukan  pendaftaran dan pencatatan BMN ke
dalam Daftar Barang Pengguna dan menyimpan asli/fotokopi
dokumen kepemilikan dan dokumen pendukung lainnya menyatu
dengan asli keputusan penetapan status penggunaannya.

5. Tata cara penetapan kembali  status penggunaan BMN berupa tanah
dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk penyelenggaraan
tugas dan fungsi Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang.

a. Tahap ...
PPPeratu
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a. Tahap persiapan

1) Kuasa Pengguna Barang wajib menyampaikan data BMN berupa
tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk
kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsinya kepada
Pengguna Barang untuk diteliti oleh Pengelola Barang.

2) Dalam hal terdapat permasalahan terkait  dengan tanah dan/atau
bangunan yang akan diserahkan kepada Pengelola Barang, maka
terlebih dahulu harus diselesaikan  oleh Pengguna Barang
dan/atau bersama Pengelola Barang sesuai batas kewenangannya.

3) Penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada butir 2)
Pengguna Barang dapat bekerjasama dengan instansi/pihak lain.

b. Tahap penetapan penyerahan

1) Berdasarkan laporan Pengguna  Barang/Kuasa Pengguna
Barang, tentang adanya BMN yang tidak digunakan oleh
Pengguna barang/Kuasa Pengguna Barang, maka Pengelola
Barang menetapkan keputusan mengenai penyerahan BMN
berupa tanah dan/atau bangunan dari Pengguna Barang/Kuasa
Pengguna Barang kepada Pengelola Barang.

2) Dalam hal Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang tidak
menyampaikan laporan tentang adanya BMN berupa tanah
dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas dan fungsi, maka Pengelola Barang
menetapkan BMN berupa  tanah dan/ atau bangunan,
berdasarkan:

a) Hasil inventarisasi tanah dan/atau bangunan;

b) Hasil audit atas penggunaan tanah dan/ atau bangunan; atau

c) Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan  Laporan
Barang Pengguna Tahunan (LBPT).

c. Tahap penghapusan

Pelaksanaan  penghapusan dari  Daftar Barang Pengguna dan/atau
Daftar Barang Kuasa Pengguna berpedoman pada tata cara
penghapusan BMN sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri
Agama ini.

d. Tahap penyerahan

1) Setelah dilakukan  penghapusan dari Daftar Barang Pengguna
dan/atau Daftar  Barang Kuasa Pengguna, maka Pengguna
Barang/Kuasa Pengguna Barang menyerahkan BMN berupa
tanah dan/atau bangunan  kepada Pengelola Barang disertai
fotokopi/salinan dokumen kepemilikan, asli Keputusan
penetapan status penggunaan, paling lambat 1  (satu) bulan
sejak tanggal Keputusan  penghapusan.

2) Penyerahan BMN berupa tanah dan/ atau bangunan dituangkan
dalam berita acara serah terima.

5. Tata Cara ...
PPPeraturan...Pe
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5. Tata cara pengalihan status penggunaan BMN antar Pengguna Barang.

a. Tahap pengajuan  usulan

1) Kuasa Pengguna Barang untuk satuan kerja Eselon I Pusat atau
PTKN mengajukan usulan pengalihan status penggunaan kepada
Sekretaris Jenderal, disertai dengan penjelasan, pertimbangan,
dan dokumen pendukung, serta dokumen kepemilikan.

2) Kuasa Pengguna Barang selain PTKN mengajukan usulan
pengalihan status penggunaan kepada Sekretaris Jenderal
melalui Kanwil Kementerian Agama Provinsi, disertai dengan
penjelasan, pertimbangan, dan dokumen pendukung, serta
dokumen kepemilikan

3) Pengguna Barang mengajukan usulan tersebut kepada
Pengelola  Barang, dengan disertai  penjelasan dan
pertimbangan, keputusan penetapan status penggunaan, serta
surat pernyataan kesediaan menerima pengalihan BMN dari
calon Pengguna Barang.

b. Tahap persetujuan

1) Berdasarkan usul pengalihan status penggunaan BMN dari
pengguna barang, Pengelola Barang melakukan penelitian.

2) Berdasarkan  hasil penelitian tersebut di atas, Pengelola Barang
menerbitkan  surat  persetujuan pengalihan status penggunaan.

3) Berdasarkan surat persetujuan pengalihan status penggunaan
BMN tersebut di atas,  Pengguna Barang Pengusul/KPB
melakukan penghapusan BMN dari Daftar Barang
Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna dan selanjutnya
membuat laporan penghapusan.

c. Tahap penetapan  status penggunaan

Pengelola Barang  menerbitkan  keputusan  penetapan  status
penggunaan kepada  Pengguna Barang Penerima.

d. Tahap serah terima

Pengguna  Barang Pengusul melakukan  serah terima  kepada
Pengguna  Barang Penerima, yang dituangkan  dalam  berita  acara
serah  terima barang, paling lama 1 (satu)  bulan sejak  keputusan
penghapusan diterbitkan.

e. Tahap pencatatan

Berdasarkan  keputusan  penetapan status penggunaan dari
Pengelola Barang, maka Pengguna  Barang  Penerima  mencatat  ke
dalam  Daftar  Barang  Pengguna atas  penyerahan  barang tersebut
untuk  dipergunakan  sesuai tugas  dan fungsi serta menyimpan
dokumen  kepemilikan,  dokumen  pendukung  lainnya disertai
dengan asli/salinan Keputusan  penetapan  status  penggunaannya.

Sekretariat Jenderal, PTKN, dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
melakukan pencatatan, pendokumentasian terhadap PSP BMN sekurang-
kurangnya berisi nomor, tanggal dan tahun Keputusan Penetapan, identitas
BMN, satker pengguna, nilai perolehan dan tahun perolehan.

PTKN dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melaporkan
pencatatan PSP BMN kepada Sekretaris Jenderal setiap 3 (tiga) bulan.

BAB III ...
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BAB III
PEMANFAATAN BMN

Pemanfaatan BMN dilakukan dalam bentuk sewa dan pinjam pakai.

A. Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara

Pemanfaatan BMN dalam bentuk sewa merupakan pemanfaatan BMN
oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan
uang tunai.

Pemanfaatan BMN dalam bentuk sewa dilakukan dengan
mempertimbangkan  optimalisasi pemanfaatan BMN yang belum/
tidak dipergunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
penyelenggaraan pemerintahan, menunjang pelaksanaan tugas dan
fungsi kementerian/lembaga, atau mencegah penggunaan BMN oleh
pihak lain secara tidak sah.

BMN yang dapat disewakan adalah tanah dan/atau bangunan, serta
BMN selain tanah dan/atau bangunan.

1. Pelaksana Sewa dan Penyewa

Pelaksana sewa yaitu Pengguna Barang dengan persetujuan
Pengelola Barang, untuk:

a. sebagian tanah dan/atau bangunan;

b. BMN selain  tanah dan/atau bangunan.

Penyewa BMN meliputi:

a. Badan Usaha Milik Negara;

b. Badan Usaha Milik Daerah;

c. Badan Hukum lainnya;

d. Perorangan.

2. Ketentuan dalam Penyewaan BMN

a. Jangka waktu sewa BMN paling lama 5 (lima) tahun dan dapat
diperpanjang.

b. Perpanjangan jangka waktu sewa BMN dilakukan setelah
dievaluasi oleh Pengguna Barang dan disetujui oleh Pengelola
Barang.

c. Penghitungan besaran sewa minimum didasarkan pada
formula tarif sewa yang diatur dalam Lampiran Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2012.

d. Penghitungan nilai BMN untuk sebagian tanah dan/atau
bangunan, kendaraan, dan selain TBK dalam rangka
penentuan besaran sewa minimum dilakukan oleh tim yang
ditetapkan oleh Pengguna Barang dan dapat melibatkan
instansi teknis terkait dan/atau penilai.

e. Penetapan besaran sewa atas BMN sebagian tanah dan/atau
bangunan yang berada pada Pengguna Barang dan BMN selain
tanah dan/atau bangunan, dilakukan oleh Pengguna Barang
setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.

f. Pembayaran ...
PPPeraturan...Pe
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f. Pembayaran uang sewa dilakukan secara sekaligus, tunai, dan
paling lambat pada saat penandatanganan kontrak.

g. Selama masa sewa, pihak penyewa dapat  mengubah bentuk
BMN  setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang dengan
ketentuan tidak mengubah konstruksi dasar bangunan, dan
bagian yang ditambahkan pada bangunan tersebut menjadi
BMN.

h. Terhadap BMN berupa rumah negara golongan I dan golongan
II yang disewakan kepada pejabat negara/pegawai negeri,
pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

3. Tatacara Pelaksanaan Sewa BMN

a. Penyewaan sebagian tanah dan/atau bangunan oleh Pengguna
Barang/Kuasa Pengguna Barang

1) KPB Eselon I Pusat mengajukan usulan kepada Pengelola
Barang melalui Sekretaris Jenderal untuk menyewakan
sebagian tanah dan/atau bangunan dengan disertai :

a) pertimbangan penyewaan;

b) bukti kepemilikan;

c) gambar lokasi;

d) luas;

e) nilai perolehan dan NJOP;

f) data transaksi sebanding dan sejenis;

g) calon penyewa;

h) nilai sewa; dan

i) jangka waktu penyewaan.

2) KPB untuk PTAN mengajukan usulan kepada Pengelola Barang
melalui Sekretaris Jenderal untuk menyewakan  sebagian
tanah dan/atau bangunan dengan disertai :

a) pertimbangan penyewaan;

b) bukti kepemilikan;

c) gambar lokasi;

d) luas;

e) nilai perolehan dan NJOP;

f) data transaksi sebanding dan sejenis;

g) calon penyewa;

h) nilai sewa; dan

i) jangka waktu penyewaan.

3) KPB selain Eselon I Pusat atau PTAN mengajukan usulan
kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi kepada Pengelola Barang untuk
menyewakan  sebagian tanah dan/atau bangunan dengan
disertai :

a) pertimbangan ...
PPPeraturan...P
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a) pertimbangan penyewaan;

b) bukti kepemilikan;

c) gambar lokasi;

d) luas;

e) nilai perolehan dan NJOP;

f) data transaksi sebanding dan sejenis;

g) calon penyewa;

h) nilai sewa; dan

i) jangka waktu penyewaan.

4) Pengguna Barang menyampaikan usulan penyewaan BMN
kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penelitian.

5) Dalam hal tidak disetujuinya usulan penyewaan BMN,
Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang,
disertai alasannya.

6) Dalam hal disetujuinya usulan BMN, Pengelola Barang
menerbitkan surat persetujuan penyewaan atas sebagian tanah
dan/atau bangunan, yang sekurang-kurangnya memuat tanah
dan/atau bangunan yang disewakan, nilai tanah dan/atau
bangunan, pihak penyewa, nilai sewa dan jangka waktu sewa.

7) Pengguna Barang menetapkan Keputusan pelaksanaan
penyewaan yang sekurang-kurangnya memuat informasi
tentang tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan,
besaran tarif sewa, calon penyewa dan jangka waktu sewa.

8) Penyewa menyetorkan keseluruhan uang sewa ke rekening kas
umum negara, paling lambat pada saat surat perjanjian sewa
menyewa ditandatangani.

9) Penyewaan tanah dan/atau bangunan dituangkan dalam
perjanjian sewa menyewa yang memuat sekurang-kurangnya
hak dan kewajiban para pihak, serta ditandatangani oleh
Kuasa Pengguna Barang dan pihak penyewa.

10) Pengguna Barang/KPB melaporkan pelaksanaan sewa
menyewa sebagian tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola
Barang dengan disertai bukti setor dan perjanjian sewa
menyewa.

11) Dalam hal penyewa mengajukan permintaan perpanjangan
jangka waktu sewa, maka permintaan tersebut harus
disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang
paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu
sewa.

12) Dalam hal diperlukan, Pengelola Barang dapat membentuk Tim
dan/atau menugaskan penilai untuk melakukan penelitian dan
kajian atas usulan sewa BMNberupa sebagian tanah dan/atau
bangunan dari Pengguna Barang guna menentukan besaran
tarif sewa dimaksud.

b. Penyewaan ...
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b. Penyewaan BMN selain TBK oleh Pengguna Barang

1) Kuasa Pengguna Barang Eselon I Pusat mengajukan usulan
kepada Pengelola Barang melalui Sekretaris Jenderal disertai
hasil penelitian mengenai kelayakan kemungkinan penyewaan
BMN selain TBK, termasuk pertimbangan mengenai calon
penyewa, nilai sewa  dan jangka waktu penyewaan.

2) Kuasa Pengguna Barang PTAN mengajukan usulan kepada
Pengelola Barang disertai hasil penelitian mengenai kelayakan
kemungkinan penyewaan BMN selain TBK, termasuk
pertimbangan mengenai calon penyewa, nilai sewa  dan jangka
waktu penyewaan.

3) Kuasa Pengguna Barang selain PTAN atau Eselon I Pusat
mengajukan usulan kepada Pengelola Barang melalui Kanwil
Kementerian Agama Provinsi disertai hasil penelitian mengenai
kelayakan kemungkinan penyewaan BMN selain TBK,
termasuk pertimbangan mengenai calon penyewa, nilai sewa
dan jangka waktu penyewaan.

4) Usulan BMN yang akan disewakan, diteliti oleh Pengelola
Barang.

5) Dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui usulan tersebut,
Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang,
disertai alasannya.

6) Dalam hal Pengelola Barang menyetujui usulan tersebut,
Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan, yang
sekurang-kurangnya memuat BMN yang disewakan, calon
penyewa, nilai sewa, dan jangka waktu sewa.

7) Pengguna Barang menetapkan surat keputusan penyewaan
yang sekurang-kurangnya memuat jenis, nilai, besaran sewa
Barang Milik Negara,  penyewa, dan jangka waktu penyewaan.

8) Penyewa menyetorkan keseluruhan uang sewa ke rekening kas
umum negara, paling lambat pada saat surat perjanjian
ditandatangani.

9) Penyewaan BMN selain TBK dituangkan dalam perjanjian sewa
menyewa yang memuat sekurang-kurangnya hak dan
kewajiban para pihak, serta ditandatangani oleh Kuasa
Pengguna Barang dan pihak penyewa.

10) Pengguna Barang/KPB melaporkan pelaksanaan sewa
menyewa BMN selain TBK tersebut kepada Pengelola Barang
dengan disertai bukti setor dan perjanjian sewa menyewa.

11) Dalam hal penyewa mengajukan permintaan perpanjangan
jangka waktu sewa, permintaan tersebut harus disampaikan
oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat
3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.

12) Dalam hal diperlukan, Pengelola Barang dapat membentuk
Tim dan/atau menugaskan penilai untuk melakukan
penelitian dan kajian atas usulan sewa BMN selain tanah
dan/atau bangunan dari Pengguna Barang guna menentukan
besaran tarif sewa dimaksud.

4. Formula ...
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4. Formula Tarif Sewa

a) Formula tarif Sewa BMN merupakan hasil perkalian dari:

1). Tarif pokok Sewa; dan

2). Faktor penyesuai Sewa.

b) Formula tarif Sewa sebagaimana dimaksud pada huruf a)
digunakan oleh:

1) Pengelola Barang dalam:

i. menghitung besaran Sewa untuk BMN berupa tanah
dan/atau bangunan;

ii. menghitung besaran sewa untuk BMN berupa sebagian
tanah dan/atau bangunan yang status penggunaannya ada
pada Pengguna Barang dengan nilai buku lebih dari Rp
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan

iii. mengkaji usulan Sewa BMN dari Pengguna Barang;

2) Pengguna Barang dalam menghitung besaran usulan Sewa
untuk BMN berupa:

i. sebagian tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku
sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
dan

ii. selain tanah dan/atau bangunan, yang status
penggunaannya ada pada Pengguna Barang.

5. Tarif Pokok Sewa

Lingkup Tarif Pokok Sewa

a. Tarif pokok sewa dibedakan untuk:

1) BMN berupa tanah;

2) BMN berupa bangunan;

3) BMN berupa tanah dan bangunan;

4) BMN selain tanah dan/atau bangunan.

b. Tarif pokok Sewa BMN berupa tanah dan/atau bangunan dapat
termasuk formula Sewa BMN berupa prasarana bangunan.

c. Tarif pokok Sewa BMN selain tanah dan/atau bangunan dihitung
dan ditetapkan oleh masing-masing Pengguna Barang
berkoordinasi dengan instansi terkait, setelah memperoleh
persetujuan Pengelola Barang.

6. Tarif Pokok Sewa Tanah

a) Tarif pokok Sewa untuk BMN berupa tanah merupakan hasil
perkalian dari:

1) faktor variabel Sewa tanah sebesar 3,33% (tiga koma tiga puluh
tiga persen) yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan
Negara atas nama Menteri Keuangan;

2) luas tanah (Lt), dihitung berdasarkan gambar situasi/peta tanah
atau sertifikat tanah;

3) nilai tanah (Nt), merupakan nilai wajar atas tanah.

b) Dalam hal ...
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b) Dalam hal tanah yang disewakan hanya sebagian dari keseluruhan
tanah, maka luas tanah adalah sebesar luas bagian tanah yang
disewakan.

c) Dalam hal pemanfaatan bagian tanah yang disewakan memiliki
dampak terhadap bagian tanah yang lainnya, maka luas tanah
dapat ditambahkan jumlah tertentu yang diyakini terkena dampak
pemanfaatan tersebut.

d) Luas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf b) dan huruf c)
dihitung dalam meter persegi.

e) Sepanjang nilai buku BMN berupa sebagian tanah dan/atau
bangunan yang akan disewakan dengan nilai buku sampai dengan
Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), penggunaan nilai
dalam pengajuan usulan sewa yang dilakukan oleh Pengguna
Barang:

1) dapat digunakan nilai buku yang tercatat dalam Daftar Barang
Pengguna/Kuasa Pengguna atau Laporan Barang
Pengguna/Kuasa Pengguna, sepanjang nilai wajar atas tanah
tidak ada; atau

2) dapat digunakan indikasi nilai yang mencerminkan perkiraan
nilai tanah, sepanjang nilai dan nilai buku tidak ada.

f) Nilai tanah dihitung dalam rupiah per meter persegi.

g) Dalam hal tanah yang akan disewakan berada di luar negeri, nilai
tanah per meter persegi dapat dihitung dengan menggunakan
satuan mata uang setempat.

7. Tarif Pokok Sewa Bangunan

a) Tarif pokok Sewa untuk BMN berupa bangunan merupakan hasil
perkalian dari:

1) faktor variabel Sewa bangunan;

2) luas bangunan (Lb); dan

3) nilai bangunan.

b) Dalam hal Sewa bangunan termasuk prasarana bangunan, maka
tarif pokok Sewa bangunan ditambahkan tarif pokok Sewa
prasarana bangunan.

c) Faktor variabel Sewa bangunan sebesar 6,64% (enam koma enam
puluh empat persen) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan
Negara atas nama Menteri Keuangan.

d) Luas bangunan merupakan luas lantai bangunan sesuai gambar
dalam meter persegi.

e) Dalam hal bangunan yang disewakan hanya sebagian dari
bangunan, maka luas bangunan adalah sebesar luas lantai dari
bagian bangunan yang disewakan.

f) Dalam hal pemanfaatan bagian bangunan yang disewakan
memiliki dampak terhadap bagian bangunan yang lainnya, maka
luas bangunan dapat ditambahkan jumlah tertentu dari luas
bangunan yang diyakini terkena dampak dari pemanfaatan
tersebut.

g) Nilai ...
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g) Nilai bangunan merupakan nilai wajar atas bangunan.

h) Sepanjang nilai buku BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang
akan disewakan sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah), penggunaan nilai dalam pengajuan usulan Sewa yang
dilakukan oleh Pengguna Barang:

1) dapat digunakan harga satuan bangunan, sepanjang nilai wajar
atas bangunan tidak ada;

2) dapat digunakan nilai buku yang tercatat dalam Daftar Barang
Pengguna/Kuasa Pengguna atau Laporan Barang Pengguna/
Kuasa Pengguna, sepanjang nilai wajar dan harga standar
bangunan sebagaimana dimaksud tidak ada; atau

3) dapat digunakan indikasi nilai yang mencerminkan perkiraan
nilai bangunan, sepanjang nilai wajar, harga standar bangunan
untuk menghitung harga satuan bangunan dan nilai buku tidak
ada.

i) Nilai bangunan dihitung dalam rupiah per meter persegi.

j) Dalam hal bangunan yang akan disewakan berada di luar negeri,
nilai bangunan per meter persegi dapat dihitung dengan
menggunakan satuan mata uang setempat.

k) Harga satuan bangunan merupakan perkalian dari:

1) harga satuan bangunan standar (Hs); dan

2) nilai sisa bangunan (Nsb).

l) Harga satuan bangunan standar merupakan harga satuan
bangunan standar sesuai klasifikasi/tipe dalam keadaan baru yang
dihitung berdasarkan keputusan pemerintah daerah
kabupaten/kota setempat pada tahun yang bersangkutan.

m) Dalam hal bangunan yang akan disewakan lebih dari 1 (satu)
lantai, maka harga satuan bangunan standar dikalikan dengan
faktor jumlah lantai bangunan.

n) Penghitungan faktor jumlah lantai dilakukan sesuai ketentuan
mengenai pedoman teknis tersendiri.

o) Nilai sisa bangunan merupakan nilai sisa bangunan dalam
persentase setelah diperhitungkan penyusutan.

p) Penyusutan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai penyusutan BMN.

q) Dalam hal ketentuan mengenai penyusutan belum ada, maka
perhitungan penyusutan dihitung:

1) untuk bangunan permanen sebesar 2% (dua persen) pertahun;

2) untuk bangunan semi permanen sebesar 4% (empat persen) per
tahun; dan

3) untuk bangunan darurat sebesar 10% (sepuluh persen) per
tahun.

r) Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen).

s) Dalam hal ...
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s) Dalam hal sisa bangunan menurut umur tidak sesuai dengan
kondisi nyata, maka nilai sisa bangunan ditetapkan berdasarkan
kondisi bangunan dengan perhitungan:

1) untuk kondisi baik, baik siap pakai maupun perlu pemeliharaan
awal, sebesar 85% (delapan puluh lima persen) sampai dengan
100% (seratus persen);

2) untuk kondisi rusak ringan, yakni rusak pada sebagian
bangunan yang bersifat non struktur sebesar 70% (tujuh puluh
persen) sampai dengan 85% (delapan puluh lima persen); dan

3) untuk kondisi rusak berat:

i. untuk rusak berat pada sebagian bangunan, baik yang bersifat
struktur maupun non struktur, sebesar 55% (lima puluh lima
persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen); dan

ii. untuk rusak berat pada sebagian besar bangunan, baik yang
bersifat struktur maupun non struktur, sebesar 35% (tiga
puluh lima persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima
persen).

8. Tarif Pokok Sewa Tanah dan Bangunan

a) Tarif pokok Sewa untuk BMN berupa tanah dan bangunan
merupakan hasil penjumlahan dari:

b) Tarif pokok Sewa tanah; dan

c) Tarif pokok Sewa bangunan.

d) Penghitungan tarif pokok Sewa tanah berlaku mutatis mutandis.

e) Penghitungan tarif pokok Sewa bangunan berlaku mutatis mutandis

9. Tarif Pokok Sewa Prasarana Bangunan

a) Tarif pokok Sewa untuk prasarana bangunan merupakan hasil
perkalian dari:

i. faktor variabel Sewa prasarana bangunan; dan

ii. nilai prasarana bangunan (Hp).

b) Faktor variabel Sewa prasarana bangunan ditetapkan sama besar
dengan faktor variabel Sewa bangunan.

c) Nilai prasarana banguna merupakan nilai wajar atas prasarana
bangunan.

i. Penggunaan nilai dalam pengajuan usulan Sewa yang dilakukan
oleh Pengguna Barang dapat digunakan nilai buku prasarana
bangunan yang tercatat dalam Daftar Barang Pengguna/Kuasa
Pengguna atau Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna,
sepanjang nilai wajar atas bangunan tidak ada atau dapat
digunakan indikasi nilai yang mencerminkan perkiraan nilai
prasarana bangunan, sepanjang nilai wajar dan nilai buku tidak
ada.

ii. Nilai prasarana bangunan dihitung dalam rupiah.

iii. Dalam hal bangunan yang akan disewakan berada di luar
negeri,nilai prasarana bangunan dapat dihitung dengan
menggunakan satuan mata uang setempat.

iv. Nilai ...
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iv. Nilai buku merupakan nilai setelah diperhitungkan penyusutan
yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai penyusutan BMN.

d) Dalam hal nilai buku prasarana bangunan yang tercatat dalam
Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna atau Laporan Barang
Pengguna/ Kuasa Pengguna belum memperhitungkan
penyusutan, maka nilai buku prasarana bangunan dihitung
dengan perkalian antara:

i. harga prasarana bangunan (Hp); dan

ii. nilai sisa prasarana bangunan (Nsp).

e) Harga prasarana bangunan merupakan harga prasarana
bangunan dalam keadaan baru dalam rupiah per meter persegi.

f) Nilai sisa prasarana merupakan nilai sisa bangunan dalam
persentase setelah diperhitungkan penyusutan mengacu pada
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyusutan.

g) Dalam hal belum terdapat pengaturan mengenai penyusutan,
maka perhitungan penyusutan dihitung:

i. untuk prasarana berupa pekerjaan halaman sebesar 5% (lima
persen) per tahun;

ii. untuk prasarana berupa mesin atau instalasi sebesar 10%
(sepuluh persen) per tahun; dan

iii. untuk prasarana berupa alat perabot dan elektronik sebesar
25%(dua puluh lima persen) per tahun.

iv. Penyusutan paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen).

10. Faktor Penyesuai Sewa

a) Komponen faktor penyesuai sewa meliputi:

i. jenis kegiatan usaha penyewa;

ii. bentuk kelembagaan penyewa; dan

iii. periodesitas Sewa.

b) Faktor penyesuai Sewa dihitung dalam persentase.

c) Faktor penyesuai Sewa berupa jenis kegiatan usaha penyewa
ditetapkan paling tinggi sebesar 100% (seratus persen).

11. Jenis Kegiatan Usaha Penyewa

a) Kegiatan bisnis, diperuntukkan bagi kegiatan yang berorientasi
sematamata mencari keuntungan, antara lain:

i. perdagangan;

ii. jasa; dan

iii. industri.

b) Kegiatan non bisnis, diperuntukkan bagi kegiatan yang menarik
imbalan atas barang atau jasa yang diberikan namun tidak
semata-mata mencari keuntungan, antara lain:

i. pelayanan ...
PPPeraturan..
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i. pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam
jumlah tertentu atau terdapat potensi keuntungan, baik
materil maupun immateril;

ii. penyelenggaraan pendidikan nasional;

iii. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang
diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi instansi
Pengguna Barang; dan

iv. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria non bisnis.

c) Kegiatan sosial, diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak menarik
imbalan atas barang/jasa yang diberikan dan/atau tidak
berorientasi mencari keuntungan, antara lain:

i. pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut biaya
dan/atau tidak terdapat potensi keuntungan;

ii. kegiatan sosial;

iii. kegiatan keagamaan;

iv. kegiatan kemanusiaan;

v. kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan/
negara; dan

vi. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria sosial.

12. Bentuk Kelembagaan penyewa

a) Bentuk kelembagaan penyewa, dikelompokkan sebagai berikut:

1) Kategori I, meliputi:

i. Swasta, kecuali yayasan dan koperasi;

ii. Badan Usaha Milik Negara;

iii. Badan Usaha Milik Daerah;

iv. Badan hukum yang dimiliki negara; dan

v. Lembaga pendidikan asing.

2) Kategori II, meliputi:

i. Yayasan;

ii. Koperasi;

iii. Lembaga Pendidikan Formal; dan

iv. Lembaga Pendidikan Non Formal.

3) Kategori III, meliputi:

i. Lembaga sosial;

ii. Lembaga kemanusiaan;

iii. Lembaga keagamaan; dan

iv. Unit penunjang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan
/negara.

b) Bentuk kelembagaan penyewa Harus didukung dengan:

i. Dokumen yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

ii. Dokumen ...
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ii. Dokumen dan rencana kegiatan penyewaan disampaikan pada
saat pengajuan usulan sewa.

c) Lembaga pendidikan asing meliputi lembaga pendidikan asing
yang menyelenggarakan pendidikan di Indonesia.

d) Lembaga pendidikan formal meliputi lembaga pendidikan dalam
negeri, baik milik swasta maupun milik pemerintah/negara,
meliputi:

i. lembaga pendidikan anak usia dini formal;

ii. lembaga pendidikan dasar;

iii. lembaga pendidikan menengah; dan

iv. lembaga pendidikan tinggi.

e) Lembaga pendidikan non formal meliputi:

i. lembaga kursus;

ii. lembaga pelatihan;

iii. kelompok belajar;

iv. pusat kegiatan belajar masyarakat;

v. majelis taklim; dan

vi. satuan pendidikan yang sejenis.

f) Lembaga sosial, lembaga kemanusiaan, dan lembaga keagamaan,
termasuk lembaga internasional dan/atau asing yang
menyelenggarakan kegiatan sosial, kemanusiaan, dan/atau
keagamaan di Indonesia.

g) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk kelompok jenis kegiatan
usaha bisnis ditetapkan sebesar 100% (seratus persen).

h) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk kelompok jenis kegiatan
usaha non bisnis ditetapkan sebagai berikut:

i. Kategori I sebesar 50% (lima puluh persen);

ii. Kategori II sebesar 40% (empat puluh persen); dan

iii. Kategori III sebesar 30% (tiga puluh persen).

i) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk kelompok jenis kegiatan
usaha sosial ditetapkan sebagai berikut:

i. Kategori I sebesar 10% (sepuluh persen);

ii. Kategori II sebesar 5% (lima persen); dan

iii. Kategori III sebesar 5% (lima persen).

j) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk periodesitas Sewa ditetapkan
sebagai berikut:

i. per tahun sebesar 100% (seratus persen);

ii. per bulan sebesar 130% (seratus tiga puluh persen);

iii. per hari sebesar 160% (seratus enam puluh persen);

iv. per jam sebesar 190% (seratus sembilan puluh persen).

k) Perubahan besaran faktor penyesuai Sewa ditetapkan oleh
Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan.

B. Pelaksanaan …
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B. Pelaksanaan Pinjam Pakai BMN

Pinjam pakai BMN merupakan penyerahan penggunaan BMN antara
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam jangka waktu
tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu berakhir
BMN tersebut diserahkan kembali kepada pemerintah pusat.

Pinjam pakai BMN dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan
BMN yang belum/tidak dipergunakan untuk pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintahan pusat dan untuk menunjang
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BMN yang dapat dipinjampakaikan Kementerian Agama adalah TBK,
serta BMN  selain  TBK.

1) Pelaksana Pinjam Pakai

Pengguna Barang dapat melaksanakan pinjam pakai TBK dan
selain TBK dengan persetujuan Pengelola Barang dan pihak yang
dapat meminjam adalah pemerintah daerah.

2) Ketentuan dalam Pelaksanaan Pinjam Pakai

a) BMN yang dapat dipinjam-pakaikan harus dalam kondisi
belum/tidak digunakan oleh Pengguna Barang atau
Pengelola Barang untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi
pemerintahan.

b) Tanah dan/atau bangunan yang dapat dipinjam-pakaikan
Pengelola Barang meliputi tanah dan/atau bangunan yang
berada pada Pengelola Barang yang seluruhnya belum/tidak
digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan
pemerintahan.

c) Tanah dan/atau bangunan yang dapat dipinjam-pakaikan
Pengguna Barang meliputi sebagian tanah dan/atau
bangunan yang merupakan sisa dari tanah dan/atau
bangunan yang sudah digunakan oleh Pengguna Barang
dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

d) Jangka waktu peminjaman BMN paling lama 2 (dua) tahun,
dan dapat diperpanjang.

e) Dalam hal jangka waktu peminjaman BMN akan
diperpanjang, permintaan perpanjangan jangka waktu
pinjam pakai dimaksud harus sudah diterima Pengelola
Barang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu
pinjam pakai berakhir.

f) Tanah dan/atau bangunan yang dipinjam-pakaikan harus
digunakan sesuai peruntukan dalam perjanjian pinjam
pakai dan tidak diperkenankan mengubah, baik menambah
dan/atau mengurangi bentuk bangunan.

g) Pemeliharaan dan segala biaya yang timbul selama masa
pelaksanaan pinjam pakai menjadi tanggung jawab
peminjam.

h) Setelah masa pinjam pakai berakhir, peminjam harus
mengembalikan BMN yang dipinjam dalam kondisi
sebagaimana yang dituangkan dalam perjanjian.

3. Pelaksanaan …
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3) Pelaksanaan Pinjam Pakai BMN oleh Pengguna Barang:

a) Pengguna Barang mengajukan usulan pinjam pakai kepada
Pengelola Barang, yang sekurang-kurangnya memuat
pertimbangan yang mendasari diajukannya permintaan, jenis
dan spesifikasi barang, detil peruntukan dan jangka waktu
pinjam pakai.

b) Pengelola Barang melakukan kajian atas usulan Pengguna
Barang, terutama menyangkut kelayakan kemungkinan
peminjaman BMN tersebut.

c) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam huruf
b), Pengelola Barang dapat menyetujui atau tidaknya usulan
pinjam pakai.

d) Dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui usulan tersebut,
Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang,
disertai alasannya.

e) Dalam hal Pengelola Barang menyetujui usulan tersebut,
Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan pinjam pakai
BMN, yang sekurang-kurangnya memuat pihak yang akan
meminjam, BMN yang dipinjamkan, jangka waktu
peminjaman, dan kewajiban peminjam untuk melakukan
pemeliharaan BMNyang dipinjam.

f) Berdasarkan persetujuan pinjam pakai tersebut, Pengguna
Barang melaksanakan pinjam pakai yang dituangkan dalam
perjanjian pinjam pakai antara Pengguna Barang dan
pemerintah daerah, yang antara lain memuat subjek dan objek
pinjam pakai, jangka waktu peminjaman, hak dan kewajiban
para pihak antara lain kewajiban peminjam untuk melakukan
pemeliharaan dan menanggung biaya yang timbul selama
pinjam pakai, dan persyaratan lain yang dianggap perlu.

g) Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan pinjam
pakai kepada Pengelola Barang.

h) Setelah berakhirnya jangka waktu pinjam pakai, peminjam
wajib menyerahkan objek pinjam pakai kepada Pengguna
Barang yang dituangkan dalam berita acara serah terima, yang
tembusannya disampaikan kepada Pengelola Barang.

Pemanfaatan BMN dalam bentuk lain dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB IV …
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BAB IV
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA

Penghapusan merupakan tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan
menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan
Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab
administrasi dan fisik barang yang berada dalam penguasaannya.

A. Persyaratan Penghapusan

1. Persyaratan penghapusan BMN selain TBK adalah sebagai berikut :

a) Memenuhi persyaratan teknis:

1) secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak, dan tidak
ekonomis apabila diperbaiki;

2) secara teknis barang tidak dapat digunakan lagi akibat
modernisasi;

3) barang telah melampaui batas waktu kegunaannya/kadaluarsa;

4) barang mengalami perubahan dalam spesifikasi karena
penggunaan, seperti terkikis, aus, dan lain-lain sejenisnya; atau

5) berkurangnya barang dalam timbangan/ukuran disebabkan
penggunaan/ susut dalam penyimpanan/pengangkutan.

b) Memenuhi persyaratan ekonomis, yaitu lebih menguntungkan bagi
negara apabila barang dihapus, karena biaya operasional dan
pemeliharaan barang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh;
atau

c) Barang hilang, atau dalam kondisi kekurangan perbendaharaan atau
kerugian karena kematian hewan atau tanaman.

2. Persyaratan penghapusan BMN berupa TBK adalah sebagai berikut :

a) BMN berupa tanah dan bangunan :

1) barang dalam kondisi rusak berat karena bencana alam atau
karena sebab lain di luar kemampuan manusia (force majeure);

2) lokasi barang menjadi tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata
Ruang (RUTR) karena adanya perubahan tata ruang kota;

3) sudah tidak memenuhi kebutuhan organisasi karena
perkembangan tugas;

4) penyatuan lokasi barang dengan barang lain milik negara dalam
rangka efisiensi; atau

5) pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis
pertahanan.

b) BMN berupa ...
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b) BMN berupa kendaraan:

1) telah berusia sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun terhitung
mulai tanggal, bulan,  tahun perolehannya, untuk perolehan dalam
kondisi baru;

2) tidak akan mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi
Kementerian Agama.

3) Penghapusan kendaraan bermotor selain tersebut pada huruf a
dapat dilakukan apabila kendaraan bermotor tersebut hilang, atau
rusak berat akibat kecelakaan atau force majeure dengan kondisi
paling tinggi 30% (tiga puluh persen) berdasarkan keterangan
instansi yang kompeten.

4) Penghapusan BMN berupa kendaraan bermotor pada kantor
perwakilan Pemerintah RI di luar negeri, persyaratannya mengikuti
ketentuan negara setempat.

B. Ketentuan dalam Pelaksanaan Penghapusan

1. Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar
Barang Kuasa Pengguna dilakukan dalam hal BMN dimaksud sudah
tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa
Pengguna Barang karena salah satu hal di bawah ini:

a) penyerahan BMN kepada Pengelola Barang;

b) pengalihan status penggunaan BMN selain tanah dan/atau bangunan
kepada Pengguna Barang lain;

c) pemindahtanganan BMN selain tanah dan/atau bangunan kepada
pihak lain;

d) putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, atau menjalankan
ketentuan undang-undang;

e) pemusnahan;

f) sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar
menjadi penyebab penghapusan, antara lain hilang, kecurian,
terbakar, susut, menguap, mencair, terkena bencana alam,
kadaluarsa, dan mati/cacat berat/tidak produktif untuk
tanaman/hewan/ternak, serta terkena dampak dari terjadinya force
majeure.

g) Penghapusan BMN diusulkan oleh satker kepada Pengelola Barang.

h) Keputusan penghapusan diterbitkan oleh Sekretaris Jenderal,
Rektor/Ketua PTAN dan Kepala Kanwil Kemenag Provinsi setelah usul
penghapusan BMN disetujui oleh Pengelola Barang;

i) Berdasarkan Keputusan penghapusan satker melakukan
penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang
Kuasa Pengguna;

2. Pengguna ...
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2. Pengguna Barang wajib menyampaikan laporan pelaksanaan
penghapusan kepada Pengelola Barang dengan dilampiri keputusan
penghapusan, berita acara penghapusan, dan/atau bukti setor, risalah
lelang, dan dokumen lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan setelah serah
terima.

3. Pemusnahan dapat dilakukan dalam hal:

a) tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat
dipindahtangankan; dan

b) alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pemusnahan dilakukan dengan cara:

a) dibakar;

b) dihancurkan;

c) ditimbun;

d) ditenggelamkan dalam laut; atau

e) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Tata Cara Penghapusan atas BMN yang Berada pada Pengguna Barang atau
Kuasa Pengguna Barang

1. Penghapusan karena penyerahan BMN kepada Pengelola Barang

a) Tahap pelaksanaan penghapusan

1) Pengguna Barang memperoleh keputusan penetapan penyerahan
BMN;

2) Berdasarkan keputusan penetapan penyerahan BMN dari Pengelola
Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang
melakukan penghapusan barang dimaksud dari Daftar Barang
Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dengan
menerbitkan keputusan penghapusan barang paling lama 1 (satu)
bulan sejak tanggal penetapan penyerahan barang ditandatangani;

3) Salinan keputusan penghapusan disampaikan kepada Pengelola
Barang, selanjutnya Kuasa Pengguna Barang menyerahkan BMN
dimaksud kepada Pengelola Barang yang dituangkan dalam berita
acara serah terima BMN.

b) Tahap pelaporan pelaksanaan penghapusan

Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa
Pengguna sebagai akibat dari penghapusan harus dicantumkan dalam
Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Pengguna Barang
dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

2. Penghapusan karena pengalihan status penggunaan BMN kepada
Pengguna Barang lain.

a) Tahap ...
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a) Tahap pelaksanaan penghapusan

1) Berdasarkan persetujuan pengalihan status penggunaan BMN dari
Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna
Barang melakukan penghapusan barang  dimaksud dari Daftar
Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dengan
menerbitkan keputusan penghapusan barang paling lama 1 (satu)
bulan sejak tanggal persetujuan pengalihan status penggunaan
barang ditandatangani;

2) Salinan keputusan penghapusan barang disampaikan kepada
Pengelola Barang, selanjutnya Pengguna Barang menyerahkan BMN
kepada Pengguna Barang lain yang dituangkan dalam berita acara
serah terima BMN.

b) Tahap pelaporan pelaksanaan penghapusan

1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang
Kuasa Pengguna sebagai akibat dari penghapusan, dicantumkan
dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Pengguna
Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang;

2) Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang yang
menerima pengalihan BMN dari Pengguna Barang atau Kuasa
Pengguna Barang lain harus mencatat barang dimaksud dalam
Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa
Pengguna serta harus mencantumkan barang tersebut dalam
Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Pengguna Barang
atau Kuasa Pengguna Barang.

3. Penghapusan karena pemindahtanganan BMN

a) Tahap pelaksanaan penghapusan

1) Berdasarkan persetujuan pemindahtanganan BMN dari Pengelola
Barang, Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang
melakukan penghapusan barang  dimaksud dari Daftar Barang
Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dengan
menerbitkan keputusan penghapusan barang paling lambat 1
(satu) bulan sejak tanggal persetujuan pemindahtanganan BMN
ditandatangani;

2) Berdasarkan keputusan penghapusan barang dimaksud,
Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang menghapus
BMN tersebut dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar
Barang Kuasa Pengguna dan memindahtangankan BMN kepada
pihak yang telah disetujui Pengelola Barang sebagaimana
tersebut dalam butir 1);

3) Pemindahtanganan BMN tersebut dalam butir 2) harus
dituangkan dalam berita acara serah terima BMN;

4) Salinan keputusan penghapusan barang dari Daftar Barang
Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna berikut berita
acara serah terima barang dimaksud disampaikan kepada
Pengelola Barang paling lambat 1 (satu) bulan sejak serah terima;

5) Atas dasar dokumen tersebut dalam butir 4), Pengelola Barang
menghapuskan barang dimaksud dengan menerbitkan keputusan
penghapusan barang apabila barang tersebut ada dalam Daftar
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BMN.

b) Tahap pelaporan pelaksanaan penghapusan

Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa
Pengguna sebagai akibat dari pemindahtanganan harus
dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

4. Penghapusan dilakukan dengan pemusnahan

a) Tahap persiapan penghapusan

1) Pejabat yang mengurus dan menyimpan BMN menyampaikan
usul penghapusan BMN yang berada dalam pengurusannya
kepada Kuasa Pengguna Barang, dengan dilengkapi data
pendukung sebagai berikut :

i. alasan penghapusan, yang mencerminkan dipenuhinya
persyaratan penghapusan dengan tindak lanjut untuk
dimusnahkan yang didukung dengan surat pernyataan dari
pejabat yang mengurus barang dan/atau surat keterangan
dari Sekretaris Jenderal, Rektor/Ketua PTAN dan Kakanwil
Kemenag Provinsi;

ii. data BMN yang diusulkan untuk dihapuskan, termasuk
keterangan tentang kondisi, lokasi, harga perolehan/perkiraan
nilai barang, fotokopi dokumen kepemilikan disertai
asli/fotokopi surat keputusan penetapan status penggunaan
(untuk bangunan), kartu identitas barang, serta foto/gambar
atas BMN dimaksud.

2) Kuasa Pengguna Barang mengajukan usul penghapusan kepada
Pengguna Barang disertai dengan penjelasan tindak lanjut
penghapusan berupa pemusnahan.

3) Pengguna Barang menyampaikan usul penghapusan barang
kepada Pengelola Barang dengan tindak lanjut pemusnahan.

b) Tahap pelaksanaan penghapusan dengan tindak lanjut pemusnahan

1) Pengelola melakukan penelitian usul penghapusan untuk
menyetujui atau tidaknya usul penghapusan barang dari
Pengguna Barang;

2) Dalam hal usul penghapusan tidak disetujui, Pengelola Barang
memberitahukan kepada Pengguna Barang disertai dengan
alasannya;

3) Dalam hal usul penghapusan disetujui, Pengelola Barang
menerbitkan surat persetujuan penghapusan dengan tindak
lanjut pemusnahan;

4) Berdasarkan persetujuan dari Pengelola Barang, Pengguna
Barang menerbitkan keputusan penghapusan barang paling
lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan penghapusan
ditandatangani;

b) Tahap ...
PPPeraturan.
..Peraturan...
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5) Berdasarkan keputusan penghapusan, Pengguna Barang
dan/atau Kuasa Pengguna Barang menghapus BMN tersebut dari
Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa
Pengguna dan melakukan pemusnahan atas BMN yang
dituangkan dalam berita acara pemusnahan;

6) Salinan keputusan penghapusan barang dan berita acara
pemusnahan disampaikan kepada Pengelola Barang paling
lambat 1 (satu) bulan setelah pemusnahan;

7) Atas dasar dokumen tersebut dalam butir 6), Pengelola Barang
menghapuskan barang dimaksud dengan menerbitkan keputusan
penghapusan barang apabila barang tersebut ada dalam Daftar
BMN.

c) Tahap pelaporan pelaksanaan penghapusan

Perubahan Daftar Barang Pengguna atau Kuasa Pengguna Barang
sebagai akibat dari penghapusan dengan tindak lanjut pemusnahan
harus dicantumkan  dalam Laporan Semesteran dan Laporan
Tahunan Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang.

5. Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum
lainnya atau penghapusan untuk menjalankan ketentuan undang-
undang.

a) Tahap persiapan penghapusan

1) Pengurus barang menyampaikan usul penghapusan barang yang
berada dalam pengurusannya kepada Kuasa Pengguna Barang
dengan dilengkapi data :

i. salinan/fotokopi putusan pengadilan, yang telah dilegalisir
oleh pejabat berwenang;

ii. identitas dan kondisi barang;

iii. tempat/lokasi barang; dan

iv. harga perolehan barang bersangkutan.

2) Kuasa Pengguna Barang mengajukan usul penghapusan kepada
Pengguna Barang dengan disertai sebab-sebab/penjelasan
penghapusan;

3) Pengguna Barang menyampaikan usul penghapusan barang
kepada Pengelola Barang dengan disertai sebab-sebab/penjelasan
usulan penghapusan.

b) Tahap pelaksanaan penghapusan

1) Berdasarkan usulan Pengguna Barang, Pengelola Barang
melakukan penelitian untuk menyetujui usulan penghapusan
barang dengan memperhatikan batas kewenangan pemberian
persetujuan penghapusan;

2) Berdasarkan ...
PPPeraturan...Pera
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2) Berdasarkan persetujuan Pengelola Barang, Pengguna Barang
menerbitkan surat keputusan penghapusan barang paling lambat
1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan penghapusan BMN
ditandatangani;

3) Berdasarkan surat keputusan penghapusan, Pengguna Barang
dan/atau Kuasa Pengguna Barang menghapus BMN tersebut dari
Daftar Barang Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna dan
melakukan pemusnahan yang dituangkan dalam berita acara
penghapusan BMN;

4) Salinan keputusan penghapusan barang dan berita acara
penghapusan BMN tersebut disampaikan kepada Pengelola
Barang paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan
pemusnahan;

5) Atas dasar dokumen tersebut, Pengelola Barang menghapuskan
barang dimaksud dengan menerbitkan keputusan penghapusan
barang apabila barang tersebut ada dalam Daftar BMN.

c) Tahap pelaporan pelaksanaan penghapusan

Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna
sebagai akibat dari penghapusan harus dicantumkan  dalam
Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Pengguna Barang atau
Kuasa Pengguna Barang.

6. Penghapusan karena sebab-sebab lain

a) Tahap persiapan penghapusan

1) Pengurus barang menyampaikan usul penghapusan barang yang
berada dalam pengurusannya kepada Kuasa Pengguna Barang
dengan dilengkapi data :

i. surat keterangan dari kepolisian/instansi berwenang/hasil
audit dari aparat pengawas internal, sesuai dengan penyebab
dari usulan penghapusan;

ii. identitas dan kondisi barang;

iii. tempat/lokasi barang; dan

iv. harga perolehan/perkiraan nilai barang bersangkutan.

2) Kuasa Pengguna Barang mengajukan usul penghapusan kepada
Pengguna Barang dengan disertai sebab-sebab/penjelasan usulan
penghapusan;

3) Pengguna Barang menyampaikan usul penghapusan barang
kepada Pengelola Barang dengan disertai sebab-sebab/penjelasan
usulan penghapusan.

b. Tahap pelaksanaan penghapusan

1) Pengelola Barang melakukan penelitian untuk menyetujui atau
tidak usulan penghapusan barang dari Pengguna Barang;

2) Dalam hal ...
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2) Dalam hal usulan penghapusan tidak disetujui, Pengelola Barang
memberitahukan kepada Pengguna Barang disertai dengan
alasannya;

3) Dalam hal usulan penghapusan disetujui, Pengelola Barang
menerbitkan keputusan persetujuan penghapusan dengan tindak
lanjut pemusnahan;

4) Berdasarkan persetujuan Pengelola Barang, Pengguna Barang
menerbitkan keputusan penghapusan barang paling lambat 1
(satu) bulan sejak tanggal persetujuan penghapusan BMN
ditandatangani;

5) Berdasarkan keputusan penghapusan barang dimaksud,
Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang menghapus
BMN tersebut dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Kuasa
Pengguna dan membuat berita acara sesuai alasan penghapusan;

6) Salinan keputusan penghapusan barang dan berita acara tersebut
disampaikan kepada Pengelola Barang paling lambat 1 (satu)
bulan setelah penghapusan;

7) Atas dasar dokumen tersebut, Pengelola Barang menghapuskan
barang dimaksud dengan menerbitkan keputusan penghapusan
barang apabila barang tersebut ada dalam Daftar BMN.

c) Tahap pelaporan hasil pelaksanaan penghapusan

Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna
Barang sebagai akibat dari penghapusan harus dicantumkan dalam
Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Pengguna Barang
dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

BAB V ...
PPPeratur
an...Perat
uran...Kep
utusan...



35

BAB V
PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA

Pemindahtanganan Barang Milik Negara merupakan pengalihan kepemilikan
Barang Milik Negara sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual,
dipertukarkan, dan dihibahkan.

A.  Penjualan

Penjualan merupakan pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara kepada
pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. Barang Milik
Negara yang dapat dijual yaitu TBK dan selain TBK.

1. Pertimbangan Penjualan Barang Milik Negara antara lain :

a) Dalam rangka optimalisasi Barang Milik Negara yang berlebih atau idle;
b) Karena secara ekonomis lebih menguntungkan bagi Negara;
c) Sebagai pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Ketentuan dalam Pelaksanaan Penjualan

a) Pelaksanaan penjualan Barang Milik Negara tidak boleh mengganggu
pelaksanaan  tugas dan fungsi penyelenggara pemerintah.

b) Penjualan Barang Milik Negara dilaksanakan dengan cara:

1) Melalui lelang, dengan berpedoman pada peraturan perundang-
undangan;

2) Tanpa melalui lelang untuk:

i. Barang Milik Negara yang bersifat khusus sesuai dengan peraturan
perundang- undangan, yaitu:

(a) Rumah negara golongan III yang dijual kepada penghuninya;

(b) Kendaran dinas perorangan pejabat Negara yang dijual kepada
pejabat negara.

ii. Barang Milik Negara lainnya, ditetapkan lebih lanjut oleh Pengelola
Barang berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh Pengguna
Barang dan instansi teknis terkait, yaitu:

(a) Berupa tanah dan/atau bangunan yang akan digunakan untuk
kepentingan umum;

(b) Yang jika dijual secara lelang akan merusak tata niaga
berdasarkan pertimbangan dari instansi yang berwenang,
misalnya gula atau beras selundupan yang disita oleh Negara;

(c) Berupa tanah yang berupa kavling yang menurut perencanaan
awal pengadaannya digunakan untuk pembangunan
perumahan pegawai negeri, sebagaimana tercantum dalam
dokumen penganggaran.

c) Tindak lanjut penjualan Barang Milik Negara yang tidak laku dijual
secara lelang:

1) Dilakukan pemindahtanganan dalam bentuk lain secara dihibahkan;
2) Dalam hal tidak dapat dipindahtangankan dalam bentuk lain,

barang Milik Negara dimaksud dimusnahkan setelah mendapat
persetujuan Pengelola Barang.

d. Persyaratan...
PPPeraturan...Perat
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d) Persyaratan untuk dapat dilakukan penjualan Barang Milik Negara,
berupa tanah dan/atau bangunan adalah sebagai berikut:

1) Lokasi tanah dan/atau bangunan menjadi tidak sesuai dengan
Rencana Umum Tata Ruang disebabkan perubahan tata ruang
kota;

2) Lokasi dan/atau luas tanah dan/atau bangunan tidak
memungkinkan untuk digunakan dalam rangka pelaksanaan
tugas dan fungsi;

3) Tanah dan/atau bangunan yang menurut awal perencanaan
pengadaannya diperuntukkan bagi pembangunan perumahan
pegawai negeri.

e) Penjualan Barang Milik Negara berupa tanah kavling yang menurut
awal perencanaan pengadaannya digunakan untuk pembangunan
perumahan pegawai negeri dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut:

1) Pengajuan usul penjualan disertai dengan dokumen penganggaran
yang menyatakan bahwa tanah tersebut akan digunakan untuk
pembangunan perumahan pegawai negeri;

2) Penjualan dan pengalihan kepemilikan dilaksanakan langsung
kepada masing-masing pegawai negeri.

f) Persyaratan untuk dapat dilakukannya penjualan Barang Milik
Negara selain tanah dan/atau bangunan adalah sebagai berikut:

1) Memenuhi persyaratan teknis

i. secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak, dan
tidak ekonomis apabila diperbaiki;

ii. secara teknis barang tidak dapat digunakan lagi akibat
modernisasi;

iii. barang mengalami perubahan dalam spesifikasi karena
penggunaan, seperti terkikis, aus, dan lain-lain sejenisnya;
atau

iv. berkurangnya barang dalam timbangan/ukuran disebabkan
penggunaan/susut dalam penyimpanan/pengangkutan.

2) Memenuhi persyaratan ekonomis

Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi Negara apabila
barang dijual, karena biaya operasional dan pemeliharaaan barang
lebih besar daripada manfaat yang diperoleh.

g) Penjualan Barang Milik Negara berupa kendaraan bermotor dinas
operasional diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Kendaraan bermotor dinas operasional hanya dapat dijual apabila
telah berusia sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun terhitung
mulai tanggal, bulan, dan tahun perolehannya untuk perolehan
dalam kondisi baru;

2) Penjualan kendaraan bermotor selain tersebut pada angka 1)
dapat dilakukan apabila kendaraan bermotor tersebut, hilang atau
rusak berat akibat kecelakaan atau force majeure dengan kondisi
paling tinggi 30% (tiga puluh persen) berdasarkan keterangan
instansi yang berkompeten.

h) Penjualan Barang Milik Negara berupa kendaraan bermotor pada
kantor perwakilan pemerintah RI di luar negeri, persyaratannya
mengikuti ketentuan Negara setempat.

3. Subjek ...
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3. Subjek Pelaksanaan Penjualan

Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang,
untuk TBK dan selain TBK.

4. Tata Cara Penjualan

1) Tata cara penjualan tanah dan/atau bangunan

1) Pengelola Barang membuat perencanaan penjualan Barang Milik
Negara berupa tanah dan/atau bangunan yang memuat antara lain
lokasi, jangka waktu penjualan dan pertimbangan dari aspek teknis
dan ekonomis;

2) Pengelola Barang menetapkan tanah dan/atau bangunan yang akan
dijual berdasarkan perencanaan tersebut dalam angka 1) atau
permintaan pihak lain;

3) Pengelola Barang membentuk tim yang anggotanya terdiri dari unsur
Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang yang menyerahkan
barang yang akan dijual, serta instansi teknis yang berkompeten
dengan tugas:

a) Melakukan penelitian data administratif, yaitu:

i. Data tanah, antara lain status dan bukti kepemilikan, gambar
situasi termasuk lokasi tanah, luas dan peruntukan serta nilai
perolehan dan/atau NJOP tanah;

ii. Data bangunan, antara lain tahun pembuatan, konstruksi, luas
dan status kepemilikan serta nilai perolehan bangunan.

b) Melakukan penelitian fisik atas tanah dan/atau bangunan yang
akan dijual dengan mencocokkan data administrasi yang
dituangkan dalam berita acara penelitian;

c) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas tim.

4) Pengelola Barang menugaskan penilai untuk melakukan perhitungan
nilai tanah dan/atau bangunan yang akan dijual;

5) Penilai menyampaikan laporan hasil penilaian kepada Pengelola
Barang melalui tim;

6) Tim menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengelola
Barang dengan melampirkan berita acara penelitian dan laporan
penilaian;

7) Berdasarkan laporan tim, Pengelola Barang menyetujui atau tidaknya
usulan penjualan tersebut;

8) Dalam hal usulan penjualan tidak disetujui, pengelola Barang
memberitahukan kepada pihak yang mengajukan usulan disertai
alasannya;

9) Dalam hal usulan penjualan disetujui, Pengelola Barang menerbitkan
surat penetapan nilai BMN yang akan dijual;

10)Dalam hal penjualan tanah dan/atau bangunan tersebut memerlukan
persetujuan DPR, Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan
permohonan persetujuan penjualan kepada DPR;

11)  Dalam hal ...
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11) Dalam hal penjualan tanah dan/atau bangunan tidak memerlukan
persetujuan DPR tetapi hasil perolehannya di atas Rp.
10.000.000.000,00- (sepuluh miliar), maka Pengelola Barang terlebih
dahulu mengajukan permohonan persetujuan penjualan kepada
Presiden;

12) Dalam hal penjulan dilakukan secara lelang, pelaksanaannya
mengikuti ketentuan yang berlaku dan serah terima barang
dilaksanakan setelah pembeli menyelesaikan kewajibannya yang
tertuang dalam berita acara serah terima barang;

13) Hasil penjualan BMN harus disetor ke rekening Kas Umum Negara;

14) Berdasarkan berita acara serah terima barang, Pengelola Barang
menghapuskan barang dimaksud dari Daftar BMN dengan
menerbitkan keputusan penghapusan barang.

b) Tata cara penjualan bangunan yang harus dihapuskan karena
anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam
dokumen penganggaran.

1) Pengguna Barang membentuk tim internal untuk melakukan
persiapan pengusulan penjualan bangunan yang bangunan
penggantinya sudah tersedia anggarannya dalam dokumen
penganggaran dengan tugas:

i. Menyiapkan dokumen anggaran beserta kelengkapannya;
ii. Melakukan penelitian data administratif bangunan, antara

lain tahun pembuatan, konstruksi, luas dan status
kepemilikan serta nilai perolehan bangunan;

iii. Nilai bangunan yang akan dijual dari instansi yang teknis
kompeten.

2) Pengguna Barang mengajukan permintaan persetujuan atas
penjualan bangunan kepada Pengelola Barang dengan disertai:

i. Fotokopi dokumen penganggaran bangunan pengganti dari
bangunan yang diusulkan dijual;

ii. Data administratif bangunan, antara lain tahun pembuatan,
konstruksi, luas dan status kepemilikan serta nilai perolehan
bangunan;

iii. Nilai bangunan yang akan dijual dari instansi yang teknis
kompeten.

3) Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan
penjualan bangunan dimaksud, dengan tahapan sebagai berikut:

i. Melakukan kelayakan alasan dan pertimbangan permohonan
penjualan;

ii. Melakukan penelitian data administratif bangunan, antara
lain tahun pembuatan, konstruksi, luas dan status
kepemilikan serta nilai perolehan bangunan;

iii. Apabila diperlukan,  melakukan penelitian fisik atas
bangunan yang akan dijual dengan mencocokkan data
administrasi yang ada, termasuk melakukan penilaian.

4) Dalam hal nilai bangunan tersebut di atas Rp.
10.000.000.000,00- (sepuluh miliar), Pengelola Barang terlebih
dahulu mengajukan permohonan persetujuan penjualan
bangunan dimaksud kepada Presiden;

5) Apabila ...
PPPeraturan.
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5) Apabila usulan penjualan tersebut disetujui, Pengelola Barang
menerbitkan Surat Persetujuan Pemindahtanganan yang berupa
penjualan kepada Pengguna Barang, yang sekurang-kurangnya
memuat objek penjualan dan nilai limit terendah penjualan
bangunan dimaksud;

6) Tindaklanjut atas persetujuan pemindahtanganan yang berupa
penjualan dilaksanakan mengikuti ketentuan dalam Keputusan
Menteri Agama ini.

5.Tata Cara Penjualan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan.

a) Pengguna Barang membentuk tim internal yang bertugas untuk
melakukan penelitian data administrasi dan fisik serta menyiapkan hal-
hal yang bersifat teknis. Apabila diperlukan, tim dapat melibatkan
penilai atau instansi teknis yang berkompeten untuk melakukan
penilaian BMN tersebut;

b) Tim melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengguna Barang,
dilampiri berita acara penelitian dan penilaian;

c) Berdasarkan laporan tim tersebut, Pengguna Barang mengajukan usul
penjualan kepada Pengelola Barang dengan disertai:

1) Penjelasan dan pertimbangan penjualan;

2) Data administratif antara lain mengenai tahun perolehan,
spesifikasi/identitas teknis, surat penetapan status penggunaan,
bukti kepemilikan dan nilai perolehan dan nilai limit terendah
penjualan.

d) Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan penjualan
BMN dimaksud, dengan tahapan sebagai berikut:

1) Melakukan penelitian kelayakan alasan dan pertimbangan
permohonan penjualan, terutama dalam kaitannya dengan
Pertimbangan Penjualan Barang Milik Negara di atas ;

2) Melakukan penelitian data administrasi;

3) Apabila diperlukan, melakukan penelitian fisik untuk mencocokkan
data administratif yang ada termasuk melakukan penilaian.

e) Berdasarkan penelitian atas usulan penjualan dimaksud, Pengelola
Barang menentukan disetujui atau tidaknya usulan penjualan BMN.

f) Dalam hal perolehan BMN tersebut di atas Rp. 10.000.000.000,00-
(sepuluh miliar), maka Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan
permohonan kepada Presiden atau DPR.

g) Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan pemindahtanganan
yang berupa penjualan BMN dimaksud, yang memuat:

1) Data objek penjualan meliputi tahun perolehan, spesifikasi/identitas
teknis, surat penetapan status penggunaan, bukti kepemilikan dan
nilai perolehan dan nilai limit terendah penjualan;

2) Kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan
penjualan kepada Pengelola Barang.

h) Tindaklanjut atas persetujuan pemindahtanganan yang berupa
penjualan dilaksanakan mengikuti ketentuan dalam Keputusan Menteri
Agama ini.

B. Tukar Menukar ...
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B. Tukar-Menukar

Tukar-menukar merupakan pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara yang
dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, atau antara
pemerintah pusat dengan pihak lain, dengan menerima  penggantian dalam
bentuk barang sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.

Pertimbangan tukar-menukar Barang Milik Negara dilakukan dalam rangka
memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintah, optimalisasi
penggunaan Barang Milik Negara, atau tidak tersedia dana dalam APBN.

Barang Milik Negara yang dapat dilakukan tukar- menukar yaitu TBK dan Selain
TBK.

1. Ketentuan dalam pelaksanaan tukar- menukar TBK

a) Tukar- menukar Barang Milik Negara dapat dilakukan dalam hal:

1) Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan sudah tidak
sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;

2) Barang Milik Negara belum dimanfaatkan secara optimal;

3) Penyatuan Barang Milik Negara yang lokasinya terpencar;

4) Pelaksanaan rencana strategis pemerintah/negara; atau

5) Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan yang ketinggalan
teknologi sesuai kebutuhan/kondisi/peraturan perundang-undangan.

b) Barang pengganti atas tukar-menukar Barang Milik Negara berupa
tanah/atau tanah dan bangunan, harus memperhatikan hal-hal sebagai
berikut:

1) Penggantian utama berupa tanah atau tanah bangunan;

2) Nilai barang pengganti sekurang-kurangnya sama dengan niliai Barang
Milik Negara yang lepas.

c) Tukar menukar Barang Milik Negara dilaksanakan setelah dilakukan kajian
berdasarkan;

1) aspek teknis, antara lain kebutuhan Pengelola Barang/ Pengguna Barang
dan spesifikasi aset yang dibutuhkan.

2) aspek ekonomis, antara lain kajian terhadap nilai aset yang dilepas dan
nilai aset yang pengganti;

3) aspek yuridis yaitu Rencana Umum Tata Ruang wilayah dan penataan
kota dan peraturan perundang- undangan;

d) Dalam hal pelaksanaan tukar-menukar terdapat Barang Milik Negara
pengganti berupa bangunan, Pengelola Barang/Pengguna Barang dapat
menunjuk konsultan pengawas;

e) Mitra tukar-menukar ditentukan melalui pemilihan calon mitra tukar
menukar (tender) dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima)
peserta/peminat, kecuali tukar-menukar yang dilakukan dengan perintah
daerah dan pihak-pihak lain yang mendapatkan penugasan dari perintah
dalam pelaksanaan serah terima barang

f) Pihak-pihak yang dapat melaksanakan tukar-menukar Barang Milik Negara
adalah Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk:

1) Barang Milik Negara berupa tanah dan/ atau bangunan yang berada di
Pengguna Barang akan tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah
atau penataan kota; 2) Kendaraan ...
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2) Kendaraan dan BMN selain  TBK.

g) Mitra tukar-menukar adalah:
1) Pemerintah Daerah;
2) Badan Usaha Milik Negara;
3) Badan Usaha Milik Daerah;
4) Badan Hukum milik pemerintah lainnya;
5) Swasta, baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan.

h) Tata Cara Pelaksanaan Tukar-menukar

Tukar-menukar atas tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan
untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang tetapi tidak
sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang wilayah atau penataan kota :

1) Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan tukar-menukar
tanah dan/atau bangunan dimaksud kepada Pengelola Barang, dengan
disertai:

i. Penjelasan/pertimbangan tukar-menukar;
ii. Peraturan daerah tentang tata ruang wilayah dan penataan kota;
iii. Data administratif Barang Milik Negara yang dilepas, yaitu:

(a) Data tanah, antara lain status penggunaan dan buku
kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, nilai
perolehan dan NJOP;

(b) Data bangunan, antara lain IMB, tahun pembuatan, konstruksi
bangunan, luas, status kepemilikan, nilai perolehan dan NJOP.

iv. Rincian rencana kebutuhan barang pengganti meliputi:

(a) Tanah, meliputi luas dan lokasi yang diperuntukannya sesuai
dengan tata ruang wilayah serta IMB bangunannya;

(b) Bangunan, meliputi jenis, luas dan rencana konstruksi bangunan
serta sarana dan prasarana penunjang.

2) Pengelola Barang melakukan penelitian mengenai usulan tukar-menukar
dimaksud dengan tahapan sebagai berikut:

i. Melakukan penelitian kelayakan permohonan tukar-menukar, baik
dari aspek teknis, ekonomis maupun yuridis;

ii. Melakukan penelitian data administrasi berdasarkan data
administratif Barang Milik Negara yang dilepas.

iii. Apabila diperlukan, melakukan penelitian fisik atas tanah dan/atau
bangunan yang akan dipertukarkan untuk mencocokkan data
administrasi yang ada, termasuk melakukan perhitungan nilai
Barang Milik Negara yang akan ditukarkan.

3) Dalam hal usulan dapat disetujui, Pengelola Barang menerbitkan ijin
prinsip tukar-menukar;

4) Berdasarkan ijin prinsip tersebut, Pengguna Barang membentuk tim
yang anggotanya terdiri dari unsur Pengelola Barang, Pengguna Barang
dan instansi teknis yang kompeten;

5) Tim melakukan tender pemilihan mitra tukar-menukar dan melakukan
pembahasan dengan mitra mengenai rincian kebutuhan barang
pengganti yang dituangkan dalam lembar pembahasan serta penelitian
data administrasi dan fisik serta menyiapkan hal-hal yang bersifat teknis
dan menyampaikan laporannya kepada Pengguna Barang.

i)  Pengguna ...
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i) Pengguna Barang mengajukan permohonan ijin pelaksanaan kepada
Pengelola Barang dengan melampirkan laporan tim yang termasuk laporan
penelitian;

j) Dalam hal usulan tukar-menukar tidak disetujui, Pengelola Barang
memberitahukan penolakan tersebut kepada Pengguna Barang disertai
alasannya;

k) Dalam hal usulan tukar-menukar disetujui, Pengelola Barang menerbitkan
surat persetujuan tukar-menukar yang memuat:

1) Nilai tanah dan/atau bangunan yang akan dilepas;

2) Rencana kebutuhan barang pengganti;

3) Kewajiban Pengguna Barang untuk menandatangani perjanjian/kontrak;

4) Kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan hasil pelaksanaan tukar-
menukar disertai berita acara serah terima;

5) Kewajiban mitra tukar-menukar untuk menyetor selisih antara Barang
Milik Negara dan asset pengganti berdasarkan hasil penilaian.

l) Dalam hal tukar-menukar tanah dan/atau bangunan tersebut memerlukan
persetujuan DPR, Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan
permohonan persetujuan penjualan kepada DPR;

m)Dalam hal tukar-menukar tanah dan/atau bangunan tidak memerlukan
persetujuan DPR tetapi hasil perolehannya di atas Rp. 10.000.000.000,00-
(sepuluh miliar), maka Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan
permohonan persetujuan penjualan kepada Presiden;

n) Berdasarkan surat persetujuan tukar-menukar dari Pengelola Barang,
Pengguna Barang dan mitra tukar-menukar menandatangani perjanjian
tukar-menukar yang antara lain memuat pihak-pihak yang melakukan
perjanjian tukar-menukar, jenis dan nilai barang yang dipertukarkan,
spesifikasi asset pengganti, klausul yang menyatakan dokumen kepemilikan
barang pengganti atas nama Pemerintah RI cq Kementerian Agama, jangka
waktu penyerahan objek tukar-menukar, sanksi serta ketentuan dalam hal
terjadi keadaan force majeure.

o) Mitra tukar-menukar melaksanakan pekerjaan pembangunan/pengadaan
barang pengganti sesuai dengan surat perjanjian tukar-menukar;

p) Pengguna Barang secara berkala memantau pelaksanaan
pengadaan/pembangunan barang pengganti berdasarkan laporan konsultan
pengawas dan penelitian lapangan;

q) Setelah pelaksanaan pengadaan/pembangunan barang pengganti selesai,
Pengguna Barang melaporkan kepada Pengelola Barang untuk menugaskan
penilai melakukan penilaian kesesuaian barang pengganti dengan
perjanjian;

r) Apabila penilaian tersebut menunjukkan bahwa terdapat kekurangan nilai
barang pengganti, mitra tukar-menukar wajib menyetorkan selisih nilai
Barang Milik Negara dengan barang pengganti;

s) Tim melakukan penelitian kelengkapan dokumen barang pengganti antara
lain IMB, sertipikat serta menyiapkan berita acara serah terima barang
untuk ditandatangani Pengguna Barang dan mitra tukar-menukar;

t) Berdasarkan ...
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t) Berdasarkan berita acara serah terima tersebut, Pengguna Barang
melaksanakan penghapusan Barang Milik Negara yang dilepas dari Daftar
Barang Pengguna dengan menerbitkan keputusan penghapusan dan
melaporkan pelaksanaan serah terima barang dan penghapusan dari Daftar
Barang Pengguna kepada Pengelola Barang;

u)Berdasarkan berita acara serah terima barang, keputusan penghapusan
barang dan laporan pelaksanaan penghapusan barang dimaksud dari Daftar
Barang Milik Negara dengan menerbitkan Keputusan penghapusan barang
dan menerbitkan keputusan penetapan status penggunaan untuk barang
pengganti;

v) Barang pengganti dicatat sebagai Barang Milik Negara oleh Pengguna
Barang dalam Daftar Barang Pengguna, kemudian oleh Pengelola Barang
dalam Daftar Barang Milik Negara.

2. Tukar-menukar atas Barang Milik Negara selain TBK.

a) Pengguna Barang mengajukan usulan tukar-menukar kepada Pengelola
Barang dengan disertai penjelasan atas usulan tukar-menukar, data
pendukung mengenai Barang Milik Negara yang akan dilepas, dan data
rencana Barang Milik Negara pengganti, taksiran harga dari instansi yang
berkompeten serta calon mitra tukar-menukar yang berminat melakukan
tukar-menukar;

b) Pengelola Barang melakukan penelitian mengenai kemungkinan
pelaksanaan tukar-menukar dimaksud dengan tahapan sebagai berikut:

1) Melakukan penelitian kelayakan permohonan tukar-menukar, baik dari
aspek teknis, ekonomis maupun yuridis;

2) Melakukan penelitian data admistrasi barang yang akan ditukarkan;

3) Apabila diperlukan, melakukan penelitian fisik atas Barang Milik Negara
selain tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan untuk
mencocokkan data administrasi yang ada termasuk melakukan
penelitian.

c) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf b),
Pengelola Barang menentukan disetujui atau tidaknya permohonan
tersebut;

d) Dalam hal usulan tukar-menukar tidak disetujui, Pengelola Barang
memberitahukan kepada Pengguna Barang yang bersangkutan disertai
alasannya;

e) Dalam hal usulan tukar-menukar disetujui, Pengelola Barang menerbitkan
surat persetujuan tukar-menukar yang memuat:

1) Mitra tukar-menukar;

2) Barang Milik Negara yang akan dilepas;

3) Rencana kebutuhan barang pengganti;

4) Nilai Barang Milik Negara yang dilepas dan nilai limit terendah barang
pengganti.

f) Dalam hal usulan tukar-menukar dengan nilai perolehan di atas Rp.
10.000.000.000,00- (sepuluh miliar), maka Pengelola Barang terlebih dahulu
mengajukan permohonan persetujuan Presiden/DPR;

g)  Pengguna ...
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g) Pengguna Barang melakukan pembahasan dengan mitra tukar-menukar
mengenai rincian barang pengganti dengan mempertimbangkan nilai Barang
Milik Negara yang akan ditukar;

h) Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, Pengguna Barang dengan mitra
tukar-menukar melaksanakan penandatanganan perjanjian tukar-menukar;

i) Mitra tukar–menukar melaksanakan pekerjaan pengadaan barang pengganti
sesuai dengan surat perjanjian tukar-menukar;

j) Setelah pelaksanaan pengadaan barang pengganti selesai, Pengguna Barang
melakukan penelitian barang pengganti dimaksud yang meliputi:

1) Meneliti kesesuaian barang pengganti dengan ketentuan perjanjian
dan/atau addendum perjanjian;

2) Meneliti kelengkapan dokumen adminstrasi atas barang pengganti.

k) Pelaksanaan serah terima barang yang dipertukarkan antara Pengguna
Barang dan mitra tukar-menukar dilakukan setelah barang pengganti
sesuai dengan perjanjian dan siap pakai secara fisik maupun secara
administrasi, atau telah disetorkannya selisih nilai Barang Milik Negara
apabila lebih tinggi dari barang pengganti, baik yang dituangkan dalam
berita acara serah terima barang;

l) Berdasarkan berita acara serah terima tersebut, Pengguna Barang
melaksanakan penghapusan Barang Milik Negara yang dilepas dari Daftar
Barang Pengguna dengan menerbitkan surat keputusan penghapusan dan
mencatat sebagai Barang Milik Negara dalam Daftar Barang Pengguna;

m) Pengguna Barang melaporkan pelaksanaan penghapusan dengan
melampirkan berita acara serah terima dan keputusan penghapusan;

n) Berdasarkan berita acara serah terima barang, keputusan penghapusan
barang dan laporan pelaksanaan penghapusan barang dari Daftar Barang
Pengguna, Pengelola Barang menghapuskan barang dimaksud dari dalam
Daftar Barang Milik Negara;

o) Dalam hal barang pengganti merupakan barang yang wajib mendapatkan
penetapan status penggunaan, Pengelola Barang menerbitkan keputusan
penetapan status penggunaan;

p) Barang pengganti dicatat sebagai Barang Milik Negara oleh Pengguna
Barang dalam Daftar Barang Pengguan, kemudian oleh Pengelola Barang
dalam Daftar Barang Milik Negara.

C. Hibah

Hibah merupakan pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara dari
Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau kepada pihak lain tanpa
memperoleh penggantian. Pertimbangan Hibah Barang Milik Negara
dilakukan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan dan
penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Subjek Pelaksana Hibah dan Objek Hibah

1) Pihak yang dapat melaksanakan hibah Barang Milik Negara adalah:

Pengguna Barang, dengan persetujuan Pengelola Barang untuk:

a) tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan
untuk dihibahkan sebagaimana tercantum dalam dokumen
penganggaran;

b) sebagian ...
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b) sebagian tanah yang berada pada Pengguna Barang;

c) selain tanah dan/atau bangunan.

2) Pihak yang dapat menerima hibah adalah:

a) Lembaga sosial, lembaga keagamaan dan organisasi kemanusiaan yang
mendapatkan pernyataan tertulis dari instansi teknis yang kompeten
bahwa lembaga yang bersangkutan adalah sebagai lembaga termaksud;

b) Pemerintah Daerah.

3) Ketentuan dan Pelaksanaan Hibah

a) Persyaratan Barang Milik Negara untuk dapat dihibahkan:

i.Barang Milik Negara yang dari awal perencanaan pengadaannya
dimaksudkan untuk dihibahkan sebagaimana tercantum dalam
dokumen penganggaran;

ii.Bukan merupakan barang rahasia negara, bukan merupakan barang
yang menguasai hajat hidup orang banyak, tidak digunakan lagi
dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan tidak
digunakan lagi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara;

iii.Barang Milik Negara berasal dari perolehan lain yang sah, dalam hal
ini berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan
hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-
undangan, dan ditentukan untuk dihibahkan;

iv.Sebagian tanah pada Pengguna Barang dapat dihibahkan sepanjang
dipergunakan untuk pembangunan fasilitas umum yang tidak
mendapatkan penggantian kerugian sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan, serta fasilitas sosial dan keagamaan.

b) Besaran nilai Barang Milik Negara yang dihibahkan

i.Nilai Barang Milik Negara hasil dari pelaksanaan kegiatan anggaran,
yang dari awal pengadaannya telah direncanakan untuk dihibahkan,
didasarkan pada realisasi pelaksanaan kegiatan anggaran yang
bersangkutan;

ii.Nilai Barang Milik Negara selain butir i. didasarkan pada hasil
penilaian dengan berpedoman pada Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13
PMK Nomor 96/PMK.06/2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan
Barang Milik Negara

4) Hibah atas Barang Milik Negara, yang sejak perencanaan pengadaannnya
dimaksudkan untuk dihibahkan, tidak memerlukan persetujuan DPR dan
pelaksanaannya dilakukan setelah terlebih dahulu diaudit oleh aparat
pengawas fungsional.

5) Barang Milik Negara yang dihibahkan harus digunakan sebagaimana
fungsinya pada saat dihibahkan dan tidak diperbolehkan untuk
dimanfaatkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

6) Tata Cara Pelaksanaan Hibah

a) Tata cara hibah atas tanah dan/atau bangunan yang dari sejak
perencanaan pengadaannya dimaksudkan untuk dihibahkan
sebagaimana tercantum dalam dokumen penganggaran.

i. Pengguna ...
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i. Pengguna Barang membentuk tim internal untuk melakukan persiapan
pengusulan hibah tanah dan/atau bangunan dengan tugas:

(a) Menyiapkan dokumen anggaran beserta kelengkapannya;

(b) Melakukan penelitian data administratif, yaitu:

(1) data tanah, meliputi status dan bukti kepemilikan, lokasi tanah,
luas dan nilai tanah;

(2) data bangunan, antara lain tahun pembuatan, konstruksi, luas
dan status kepemilikan serta nilai bangunan.

(c) Melakukan penelitian fisik atas tanah dan/atau bangunan yang akan
dihibahkan untuk mencocokkan data administratif yang ada;

(d) Menyampaikan laporan hasil penelitian data administratif dan fisik
kepada Pengguna Barang.

ii. Pengguna Barang mengajukan permintaan persetujuan hibah tanah
dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang dengan disertai:

(a) Dokumen penganggaran yang menunjukkan bahwa barang yang
diusulkan sejak perencanaan pengadaannya dimaksudkan untuk
dihibahkan;

(b) Calon penerima hibah;

(c) Rincian peruntukan, jenis/spesifikasi, status dan bukti kepemilikan
dan lokasi;

(d) Hasil audit aparat pengawas internal; dan

(e) Hal lain yang dianggap perlu.

iii. Pengelola Barang melakukan penelitian atas kebenaran dokumen
penganggaran dan data administrasi sebagaimana tersebut pada butir ii.
apabila diperlukan, Pengelola Barang dapat melakukan penelitian fisik
atas tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan;

iv. Berdasarkan penelitian di atas, Pengelola Barang menentukan disetujui
atau tidaknya usulan hibah;

v. Dalam hal usulan hibah tidak disetujui, Pengelola Barang
memberitahukan kepada pihak yang mengusulkan hibah disertai
alasannya;

vi. Dalam hal usulan hibah disetujui, Pengelola Barang menetapkan surat
persetujuan pelaksanaan hibah yang sekurang-kurangnya memuat:

(1) Penerima hibah;

(2) Objek hibah, yaitu mengenai rincian tanah dan/atau bangunan;

(3) Nilai tanah dan/atau bangunan;

(4) Peruntukan tanah dan/atau bangunan ;

(5) Kewajiban Pengguna Barang untuk menghapus tanah dan/atau
bangunan yang akan dihibahkan dari Daftar Barang Pengguna; dan

(6) Kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan hibah
kepada Pengelola Barang.

vii. Dalam hal hibah tanah dan/atau bangunan tersebut nilainya di atas Rp.
10.000.000.000,00- (sepuluh miliar), Pengelola Barang terlebih dahulu
mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada Presiden;

viii. Berdasarkan ...
PPPeraturan...Peratu
ran...Keputusan...
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viii. Berdasarkan persetujuan hibah sebagaimana tersebut dalambutir vii.,
Pengguna Barang melakukan serah terima atas tanah dan/atau
bangunan yang akan dihibahkan dengan penerima hibah yang
dituangkan dalam berita acara serah terima barang;

ix. Berdasarkan berita acara serah terima barang tersebut, Pengguna
Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang melaksanakan penghapusan
dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna
dengan menerbitkan keputusan penghapusan dan melaporkan kepada
Pengelola Barang paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya
Keputusan penghapusan;

x. Salinan Keputusan penghapusan barang dan berita acara serah terima
disampaikan kepada Pengelola Barang paling lambat satu (1) bulan
setelah serah terima;

xi. Berdasarkan salinan dokumen tersebut pada butir x., Pengelola Barang
menghapuskan barang dimaksud dari Daftar Barang Milik Negara
dengan menerbitkan keputusan penghapusan barang.

b) Tata cara hibah atas sebagian tanah yang berada pada Pengguna Barang
mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dengan
pengecualian persyaratan dan penelitian terkait dengan dokumen
penganggarannya serta persyaratan hasil audit aparat pengawas
fungsional;

i. Tata cara hibah Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan.

(a) Pengguna Barang membentuk Tim Internal untuk melakukan
persiapan pengusulan hibah Barang Milik Negara dengan tugas:
(1) Melakukan penelitian data administratif Barang Milik Negara

selain tanah dan bangunan yang akan dihibahkan, yaitu tentang
tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan
dan nilai perolehan;

(2) Melakukan penelitian fisik atas Barang Milik Negara selain tanah
dan/atau bangunan yang akan dihibahkan untuk mencocokkan
data administratif yang ada;

(3) Menyampaikan laporan hasil penelitian dan data administratif
dan fisik kepada Pengelola Barang.

(b) Pengguna Barang mengajukan permintaan persetujuan kepada
Pengelola Barang untuk menghibahkan Barang Milik Negara
dimaksud, dengan disertai:

(1) Alasan untuk menghibahkan;

(2) Calon penerima hibah;

(3) Data Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan yang
akan dihibahkan, yaitu tahun perolehan, spesifikasi/identitas
teknis, bukti kepemilikan dan nilai perolehan.

(c) Pengelola Barang melakukan penelitian kelayakan hibah dan data
administrasi sebagaimana tersebut pada butir i.huruf (a) angka (1)
apabila diperlukan, Pengelola Barang dapat melakukan penelitian
fisik;

(d) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf
(c), Pengelola Barang menentukan disetujui atau tidaknya
permohonan tersebut;

e)  Dalam hal ...
PPPeraturan...P
eraturan...Kepu
tusan...
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(e) Dalam hal usulan hibah tidak disetujui, Pengelola Barang
memberitahukan kepada Pengguna Barang yang mengusulkan hibah
disertai alasannya;

(f) Dalam hal usulan hibah disetujui, Pengelola Barang menetapkan
surat persetujuan pelaksanaan hibah yang memuat:

(1) Barang Milik Negara yang dihibahkan;

(2) Pihak yang menerima hibah;

(3) Peruntukan Barang Milik negara yang dihibahkan;

(4) Kewajiban Pengguna Barang menetapkan jenis, jumlah dan nilai
Barang Milik Negara yang akan dihibahkan.

(g) Dalam hal nilai perolehan BMN selain tanah dan/atau bangunan
tersebut di atas Rp. 10.000.000.000,00- (sepuluh miliar), Pengelola
Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan
kepada Presiden/DPR;

(h) Berdasarkan persetujuan hibah sebagaimana tersebut dalam huruf
f, Pengguna Barang melakukan serah terima BMN yang dihibahkan
dengan penerima hibah yang dituangkan dalam berita acara serah
terima barang dan naskah hibah;

(i) Berdasarkan berita acara serah terima tersebut, Pengguna Barang
menerbitkan keputusan penghapusan;

(j) Berdasarkan keputusan penghapusan, Pengguna Barang dan/atau
Kuasa Pengguna Barang menghapuskan dari Daftar Barang
Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna, kemudian melaporkan
penghapusan tersebut kepada Pengelola Barang paling lambat 1
bulan sejak serah terima disertai tembusan berita acara, naskah
hibah dan keputusan penghapusan;

(k) Berdasarkan laporan tersebut huruf j, Pengelola Barang
menghapuskan dari Daftar Barang Milik Negara apabila barang
tersebut ada dalam Daftar BMN.

Pemindahtanganan BMN selain dijual, dihibahkan dan dipertukarkan dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB  VI...
PPPeraturan...Perat
uran...Keputusan...
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BAB VI
PENUTUP

Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan
Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Agama
ini merupakan acuan bagi para pejabat/pelaksana dalam pengadministrasian
penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan Barang Milik
Negara di Lingkungan Kementerian Agama.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
a.n. SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

BAHRUL HAYAT, Ph.D.

Daftar Lampiran...
PPPeraturan...Peratura
n...Keputusan...



50

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Data Pendukung Usul Penghapusan BMN
a. Surat Perintah tentang Pembentukan Panitia Penghapusan
b. Lampiran Surat Perintah Hasil Penelitian/Penilaian Barang yang

akan dihapus
c. Berita Acara Hasil Penelitian/Penilaian Barang yang akan dihapus
d. Lampiran Berita Acara Hasil Penelitian/Penilaian Barang yang

akan dihapus
e. Surat Pernyataan Tidak Mengganggu Tupoksi (bermaterai)
f. Surat Pernyataan Harga Limit (bermaterai)
g. Surat Pernyataan Rusak Berat
h. Surat Pengantar SK Penghapusan Barang Inventaris
i. Surat Tugas tentang Panitia Pelaksana Penghapusan Barang

dengan Cara Penjualan Lelang
j. Lampiran Surat Tugas Panitia Pelaksana Penghapusan Barang

dengan Cara Penjualan Lelang
k. Surat Tugas tentang Pelaksanaan Penghapusan Barang dengan

Cara Penjualan Tanpa Lelang
l. Lampiran Surat Tugas tentang Pelaksanaan Penghapusan Barang

dengan Cara Penjualan Tanpa Lelang
m. Berita Acara Penjualan Barang Tanpa Lelang
n. Lampiran Berita Acara Penjualan Barang Tanpa Lelang
o. Surat Tugas tentang Panitia Pelaksana Penghapusan Barang

dengan Cara Pemusnahan
p. Lampiran Surat Tugas Panitia Pelaksana Penghapusan Barang

dengan Cara Pemusnahan
q. Berita Acara Pemusnahan Barang
r. Lampiran Berita Acara Pemusnahan Barang
s. Berita Acara Penghibahan Barang
t. Lampiran Berita Acara Penghibahan Barang
u. Laporan Pelaksanaan Penghapusan Barang
v. Laporan Lengkap tentang Kerugian Negara/TGR
w. Laporan Pemeriksaan Barang Hilang
x. Laporan tentang Kerugian yang Diderita oleh negara
y. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak
z. Surat Pemberitahuan (Gugatan)

Contoh  lampiran 1a...

PPPeraturan...Peratura
n...Keputusan...



Lampiran 1a
Contoh

SURAT - PERINTAH
Nomor :

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN

BARANG MILIK NEGARA
YANG AKAN DIHAPUSKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Memerintahkan kepada mereka yang namanya tersebut pada daftar
terlampir sebagai Panitia Penghapusan Barang yang akan dihapuskan
pada Kantor  …………………………………….............................................*)

Untuk melaksanakan tugas sebagai berikut:
1. Mengumpulkan dokumen dan barang yang akan dihapus;
2. Meneliti dan menilai kondisi serta kegunaan barang yang akan

dihapus;
3. Menghubungi instansi teknis yang berkaitan dengan barang yang

akan dihapus;
4. Membuat berita acara hasil penelitian/penilaian barang yang akan

dihapus;
5. Melaporkan pelaksanaan tugas dimaksud di atas paling lambat

tanggal …………………….. harus sudah diterima oleh pemberi
perintah.

Demikian Surat Perintah ini dikeluarkan untuk diketahui dan
dilaksanakan sebaik-baiknya.

Surat Perintah ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :
Yang memberi perintah,

( ………………………………….)
NIP.

Keterangan:
*) Diisi dengan nama dan alamat Kantor/Unit/Satuan Kerja ybs.
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Lampiran 1 b

Contoh

LAMPIRAN SURAT PERINTAH
Nomor :

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA

YANG AKAN DIHAPUS

NO NAMA
DAN
NIP

JABATAN/PEKERJAAN KEDUDUKAN
DALAM
PANITIA

KETERANGAN

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Yang memberi perintah,

( …………………………………. )

NIP.
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Lampiran 1c
Contoh

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN/PENILAIAN
BARANG YANG AKAN DIHAPUSKAN

NOMOR :

Pada hari ini tanggal ………. bulan ………..… tahun ………..…………
Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
NIP :
Jabatan/pekerjaan :

2. Nama :
NIP :
Jabatan/pekerjaan :

Berdasarkan Surat Perintah Nomor : ………………. Tanggal ………………
yang dikeluarkan oleh : .........................................................................
dan disaksikan : ...................................................................................
telah meneliti/menilai kondisi dan kegunaan barang yang akan
dihapus pada daftar terlampir yang terdapat pada Kantor
................................................................................................... ........*)

Kami berpendapat bahwa berdasarkan hasil penelitian/penilaian
dimaksud maka barang-barang tersebut dapat dihapuskan dari daftar
barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Agama.

Demikian agar digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Panitia Peneliti/Penilai,

Yang menyaksikan, 1.……..,……………………….

( ………………………………..)

( ………………………………..) 2.

Mengetahui :
Yang memberi perintah, ( ……………………………….)

3.

(………………......………….)

(…………………………………….)

Keterangan :
*) Diisi dengan nama Kantor/Unit/Satuan Kerja ybs.
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Contoh Lampiran 1 d ...
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Lampiran 1d (untuk barang inventaris)
Contoh :

NO NAMA BARANG KODE TAHUN JUMLAH KONDISI KET
PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG PEROLEHAN BARANG PEROLEHAN LIMIT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL PENELITIAN/PENILAIAN
BARANG MILIK NEGARA YANG AKAN DIHAPUS

NOMOR : …………………………………………………………

HARGA
MERK/TYPE NUP WAJAR/KPKNL

Mengetahui :

Yang memberi perintah Yang menyaksikan, Dibuat di :
pada tanggal :

PANITIA PENELITIAN/PENILAIAN BARANG
(………………………………….) (………………………………….) YANG AKAN DIHAPUS
NIP NIP

1 ………………………………......
2 ……………………………........
3 …………………………….........

Catatan :
Kode Barang    : diisi berdasarkan PMK No. 29 tahun 2010 tentang Kodefikasi Barang
NUP                 : Nomor Urut Pendaftaran
Harga Wajar     : Diisi berdasarkan harga wajar yang tercantum dalam form LP-01 dari
                          Berita Acara Inventarisasi BMN dari KPKNL setempat                          Berita Acara Inventarisasi BMN dari KPKNL setempat
Harga Limit      : Diisi berdasarkan harga yang merupakan kewenangan panitia penghapusan dengan memperhatikan harga
                          barang tersebut bila dijual di pasaran (harga barang bekas)
Kondisi             : B (Baik), RR (Rusak Ringan), RB (Rusak Berat) diambil dari Laporan Kondisi Barang

54

Contoh Lampiran 1 e...





CONTOH : Lampiran 3d (untuk bangunan gedung)

NO NAMA BARANG KODE TAHUN KONDISI KET
PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG LUAS KIB PEROLEHAN PEROLEHAN WAJAR/KPKNL LIMIT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL PENELITIAN/PENILAIAN
BARANG MILIK NEGARA YANG AKAN DIHAPUS
NOMOR : …………………………………………………………

MERK/TYPE
HARGASPESIFIKASI BANGUNAN

Mengetahui :

Yang memberi perintah Dibuat di :
pada tanggal :

PANITIA PENELITIAN/PENILAIAN BARANG
(………………………………….) YANG AKAN DIHAPUS
NIP

1 ………………………………
2 ……………………………..2 ……………………………..
3 ……………………………..

Catatan :
Kode Barang : diisi berdasarkan PMK No. 29 tahun 2010 tentang Kodefikasi Barang
KIB                   : diisi dengan no Kartu Inventaris Barang
Harga Wajar : Diisi berdasarkan harga wajar yang tercantum dalam form LP-01 dari
                            Berita Acara Inventarisasi BMN dari KPKNL setempat
Harga Limit  : Diisi berdasarkan harga bongkaran (penilaian dari dinas PU setempat) atau
                           penilaian harga limit dari KPKNL setempat
Kondisi           : B (Baik), RR (Rusak Ringan), RB (Rusak Berat) diambil dari Laporan Kondisi Barang



CONTOH : Lampiran 3d (untuk kendaraan)

NO NAMA BARANG MERK/TYPE NOMOR KODE TAHUN KONDISI KET
PER SUB-SUB KELOMPOK NO. MESIN POLISI BARANG PEROLEHAN PEROLEHAN WAJAR/KPKNL LIMIT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL PENELITIAN/PENILAIAN
BARANG MILIK NEGARA YANG AKAN DIHAPUS
NOMOR : …………………………………………………………

HARGA
JUMLAH KIB

Mengetahui :

Yang memberi perintah Yang menyaksikan, Dibuat di :
pada tanggal :

PANITIA PENELITIAN/PENILAIAN BARANG
(………………………………….) (………………………………….) YANG AKAN DIHAPUS
NIP NIP

1 ………………………………
2 ……………………………..2 ……………………………..
3 ……………………………..

Catatan :
Kode Barang : diisi berdasarkan PMK No. 29 tahun 2010 tentang Kodefikasi Barang
KIB                   : diisi dengan no Kartu Inventaris Barang
Harga Wajar : Diisi berdasarkan harga wajar yang tercantum dalam form LP-01 dari
                            Berita Acara Inventarisasi BMN dari KPKNL setempat
Harga Limit  : Diisi berdasarkan hitungan prosentase kondisi kendaraan dari dinas penelitian dinas  Perhubungan setempat
                            dikalikan dengan harga wajra
Kondisi           : B (Baik), RR (Rusak Ringan), RB (Rusak Berat) diambil dari Laporan Kondisi Barang



Lampiran 1e

Contoh

KOP SATKER

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ...................................

NIP : ...................................

Pangkat/Golongan Ruang : ..................................

Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota

……….............................................................

Dengan ini menyatakan bahwa :

Kendaraan dinas roda 2 (dua) yang diusulkan untuk dihapuskan atau apabila

dihapus dari daftar Barang Milik Negara pada Kantor Kementerian Agama

Kabupaten/Kota ………….. tidak akan mengganggu operasional dan tupoksi

pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota ………………….....................

Demikianlah pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat

dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

………………., ……..………

Yang menyatakan

(bermaterai)

(……………………………………….)

NIP…………………………………..
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Lampiran 1f

Contoh

KOP KEMENTERIAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Bertanggungjawab secara penuh atas besaran nilai limit yang kami ajukan
dalam rangka penjualan, yang bukan merupakan nilai wajar hasil
inventarisasi dan penilaian.

2. Perhitungan nilai limit sebagaimana dimaksud pada angka 1, memenuhi
prinsip efisiensi, efektif dan menghasilkan manfaat yang optimal bagi
negara (antara lain terjadi penurunan nilai barang apabila tidak segera
dilakukan penghapusan/pemindahtanganan, potensi biaya pemeliharaan
yang harus dikeluarkan, ketersediaan ruangan yang sudah tidak memadai,
dan sebagainya).

Demikian pernyataan ini kami buat dengan keadaan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

(Kota, tanggal bulan tahun)

Yang Menyatakan

(Materai)

(Nama…………………………….)

NIP …………………………………
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Lampiran 1g

Contoh :

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN
No.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan Ruang :

Jabatan : Kuasa Pengguna Barang/Kepala Satker

Dengan ini menyatakan bahwa permohonan usul rekomendasi

persetujuan penghapusan Barang Milik Negara pada Satuan Kerja

……………..................... dilakukan karena kondisi Barang Milik Negara

tersebut sudah rusak berat, tidak dapat dipergunakan lagi dan apabila

dipertahankan biaya pemeliharaannya lebih besar dibandingkan dengan

pengadaan baru.

Demikianlah pernyataan ini kami buat dengan keadaan sebenarnya

untuk dapat dipegunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

(tempat), (tanggal)

Yang Menyatakan

(Materai)

(Nama)

(NIP)
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ALASAN

RUSAK BERAT

Contoh Lampiran 1h ...
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Lampiran 1h

Contoh : Pengantar SK Penghapusan

KOP KANWIL KEMENAG PROVINSI/
KOP PERGURUAN TINGGI AGAMA NEGERI

Nomor : ……………………………… Jakarta,  ……………………………
Lampiran : ………. lembar

Hal : Pengiriman SK Penghapusan Barang Inventaris

Kepada Yth.

................................... (Pimpinan Satker)
Provinsi .....................

Dengan hormat kami sampaikan :

1. Keputusan Menteri Agama Nomor …… Tahun …….. tanggal

……., tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada

...................................................... Provinsi .......................... ;

2. 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan penghapusan, kami

minta laporan pelaksanaan penghapusan (risalah lelang)

sudah diterima oleh Kanwil Kemenag Provinsi/Rektor/Ketua

PTAN……, Sekjen Kementerian Agama c.q Kepala Biro

Keuangan dan BMN;

3. BMN yang sudah dihapus hendaknya segera dihapuskan dari

daftar inventaris dan laporannya.

Atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih

Kakanwil Kemenag Provinsi/
Rektor/Ketua PTAN…………..

………………………………………….
NIP …………………………………..

Tembusan
Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
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Lampiran 1i
KEMENTERIAN AGAMA RI *)

SURAT - TUGAS
Nomor :

TENTANG
PANITIA PELAKSANA PENGHAPUSAN BARANG

DENGAN CARA PENJUALAN LELANG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Memberi tugas kepada mereka yang namanya tersebut pada daftar
terlampir sebagai Panitia Penghapusan Barang dengan cara penjualan
lelang pada Kantor : ……………………………………..*)
dengan perincian tugas tugas sebagai berikut:
a. Menghubungi Kantor Negara Lelang setempat yang mewilayahi atau

yang terdekat;
b. Mempersiapkan barang yang akan dijual dan menilai barang yang

masih laku dijual;
c. Melakukan pengumuman lelang;
d. Memberikan kesempatan kepada peminat untuk melihat/memeriksa

barang yang bersangkutan;
e. Menentukan harga limit;
f. Menentukan tata cara dan syarat pelelangan;
g. Mempersiapkan surat/dokumen yang diperlukan dalam pelelangan;
h. Bersama-sama pejabat Kantor Lelang Negara menandatangani Risalah

Lelang;
i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut kepada pemberi tugas

disertai Tanda Bukti Setor Hasi Lelang dan dokumen lelang yang
diperlukan, paling lambat tanggal …………………..................

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk diketahui dan dilaksanakan
sebaik-baiknya.

Surat tugas ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Pada tanggal  :
Yang memberi tugas,

( ………………………………….)
NIP.

Keterangan:
*) Diisi dengan nama dan alamat Kantor/Unit/Satuan Kerja ybs.
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Lampiran 1j
Contoh

LAMPIRAN SURAT TUGAS
NOMOR

TENTANG
PANITIA PELAKSANA PENGHAPUSAN BARANG DENGAN CARA

PENJUALAN LELANG

NO. NAMA DAN NIP JABATAN/PEKERJAAN KEDUDUKAN DALAM
PANITIA KET.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Yang memberi Tugas,

( ……………………………………… )
NIP.
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Lampiran 1k

Contoh

KEMENTERIAN AGAMA RI
(diisi dengan nama Kantor/Unit yang bersangkutan)

SURAT TUGAS
NOMOR:

TENTANG
PANITIA PELAKSANA PENGHAPUSAN BARANG
DENGAN CARA PENJUALAN TANPA LELANG

Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Memberi tugas kepada mereka yang namanya tersebut pada daftar terlampir sebagai
Panitia Pelaksana Penghapusan Barang dengan cara penjualan tanpa lelang pada kantor
…………........................................................................... dengan perincian tugas sebagai
berikut:
a. Mempersiapkan barang yang akan dijual tanpa lelang;
b. Menentukan syarat peminat/pembeli barang dimaksud;
c. Menentukan syarat pembayaran dan penyerahan barang;
d. Menentukan harga barang berdasarkan nilai jual yang berlaku setempat pada saat

penjualan;
e. Menyetor hasil penjualan tersebut ke Kas Negara;
f. Membuat Berita Acara Hasil Penjualan Tanpa Lelang;
g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dimaksud di atas kepada pemberi tugas disertai

Tanda Bukti Setoran Hasil Penjualan dan Dokumen lain yang diperlukan, paling
lambat tanggal ……........................

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Surat Tugas ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

Yang memberi tugas,

(……………………)
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Lampiran 1l
Contoh

LAMPIRAN SURAT TUGAS
NOMOR

TENTANG
PANITIA PELAKSANA PENGHAPUSAN BARANG
DENGAN CARA PENJUALAN TANPA LELANG

NO NAMA DAN NIP JABATAN/PEKERJAAN KEDUDUKAN DALAM
PANITIA

KETERANGAN

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

Yang memberi tugas,

(……………………)
NIP.

62

Contoh Lampiran 1m ...
PPPeraturan...Peraturan..
.Keputusan...



Lampiran 1m

Contoh

BERITA ACARA PENJUALAN BARANG
TANPA LELANG

NOMOR:

Pada hari ini ……. tanggal …………........... bulan …………….. tahun……………..

1. Nama :
NIP :
Jabatan/pekerjaan :

2. Nama :
NIP :
Jabatan/pekerjaan :

3. Nama :
NIP :
Jabatan/pekerjaan :

Berdasarkan Surat Tugas Nomor: …………………………. tanggal
…………………… yang dikeluarkan oleh…………………………..............................
telah melaksanakan penghapusan barang tersebut pada daftar terlampir
dengan cara penjualan tanpa lelang yang terdapat pada Kantor
…………………………….......................................................................................
Barang dimaksud telah dijual dengan harga Rp. ………. (…………………) dan
telah dilaporkan ke Kas Negara di ……………. dengan Tanda Bukti Setor Nomor
……………tanggal ……….................................................................. (terlampir).

Demikian Berita Acara ini kami buat untuk dimaklumi dan dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Dibuat di :
Pada Tanggal :

Yang Menyaksikan Panitia Pelaksana
Penghapusan Barang
Dengan cara Penjualan

………, …………… Tanpa Lelang

(………………………………) 1.

(…………………………….…)

Mengetahui 2.
Yang Memberi Perintah,

(………………………………..)

(……………………………….) 3.
NIP.

(…………………………..……)
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Lampiran 1n

Contoh

LAMPIRAN BERITA ACARA PENJUALAN BARANG TANPA LELANG
NOMOR :
TENTANG :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

JUMLAH
BARANG HARGA KONDISI KETTAHUN

PENGADAANNO

JENIS
BARANG

(PERSUB-SUB
KELOMPOK)

MERK/TYPE
NO MESIN KODE BARANG NUP

Mengetahui Dibuat di :
Yang memberi perintah, Yang menyaksikan Pada tanggal :

PANITIA PELAKSANA
PENGHAPUSAN BARANG
DENGAN CARA PENJUALAN
TANPA LELANG

(……………………) (……………………….)
1. …………….. (tanda tangan)
2. ..…………… (tanda tangan)
3. ..……………. (tanda tangan)
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Lampiran 1o

Contoh
KEMENTERIAN AGAMA RI

(diisi dengan nama nama kantor/unit/satuan kerja)

SURAT TUGAS
NOMOR:

TENTANG
PANITIA PELAKSANA PENGHAPUSAN BARANG

DENGAN CARA PEMUSNAHAN

Yang Bertandatangan di bawah ini :
Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Memberi tugas kepada mereka yang namanya tersebut pada daftar terlampir sebagai
Panitia Pelaksana Penghapusan Barang Dengan Cara Pemusnahan pada kantor ………......
Dengan perincian tugas sebagai berikut:
a. Menghubungi Kantor Lelang Negara setempat yang mewilayahi atau terdekat;
b. Mengumpulkan barang yang akan dimusnahkan;
c. Mempersiapkan pengangkutan ke lokasi pemusnahan;
d. Menetapkan cara pemusnahan barang (ditanam, dibakar dan sebagainya);
e. Mengundang pejabat PEMDA atau Kepolisian setempat sebagai saksi pemusnah;
f. Membuat Berita Acara Pemusnahan;
g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dimaksud di atas kepada pemberi tugas disertai

Berita Acara Pemusnahan dan Dokumen lain yang diperlukan, paling lambat tanggal
……………................................................................................................................

Demikian Surat Tugas ini dikeluarkan untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Surat Tugas ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

Yang memberi tugas,

(………………………..)
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Lampiran 1p

Contoh

LAMPIRAN SURAT TUGAS
NOMOR:

TENTANG
PANITIA PELAKSANA PENGHAPUSAN BARANG

DENGAN CARA PEMUSNAHAN

NO NAMA DAN NIP JABATAN/PEKERJAAN KEDUDUKAN DALAM
PANITIA

KETERANGAN

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

Yang memberi tugas,

(…………………….)
NIP.
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Lampiran 1q

Contoh

BERITA ACARA PEMUSNAHAN BARANG
NOMOR:

Pada hari ini …… .tanggal ……......................... bulan ……. tahun …….............

1. Nama :
NIP :
Jabatan/pekerjaan :

2. Nama :
NIP :
Jabatan/pekerjaan :

Berdasarkan Surat Tugas Nomor: …………tanggal ……………. yang dikeluarkan
oleh ……………dan sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor: ………….
tanggal ………….. serta pernyataan/keterangan Hasil Penilaian dari Kantor
Lelang Negara di …………. dan dengan disaksikan oleh ………… telah
melaksanakan penghapusan barang tersebut pada daftar terlampir dengan
cara pemusnahan yang terdapat pada Kantor ……………................................*).
Pemusnahan dimaksud dilakukan dengan dibakar/ditanam/cara lain **)
bertempat di …………........................................................................................

Demikianlah Berita Acara ini kami buat untuk dimaklumi dan dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Yang menyaksikan Panitia Pelaksana Penghapusan
Barang dengan cara pemusnahan.

……..,  ……………….

(………………………) 1.

(…………………….)
NIP

2.

(……………………..)
NIP

3.
(……………………..)
NIP

Keterangan :
*) Diisi dengan nama Kantor/Unit/Satuan Kerja ybs
**) Coret yang tidak perlu
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Lampiran 1r

Contoh

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMUSNAHAN BARANG
NOMOR:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KODE BARANG NUPNO
JENIS BARANG
(PERSUB-SUB
KELOMPOK)

MERK/TYPE
NO. MESIN KETTAHUN

PENGADAAN
JUMLAH
BARANG HARGA KONDISI

Mengetahui Yang menyaksikan Dibuat di :
Yang memberi perintah, ……, ……………. Pada tanggal :

PANITIA PELAKSANA
PENGHAPUSAN BARANG
DENGAN CARA
PEMUSNAHAN.

(……………………..) (…………………)
NIP. NIP.

1. ……………….. ( tanda tangan )
2. ……………….. ( tanda tangan )
3. ……………….. ( tanda tangan )
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Lampiran 1s

Contoh

BERITA ACARA PENGHIBAHAN BARANG
NOMOR:

Pada hari ini …… tanggal …… bulan …… tahun ……, kami yang bertandatangan di bawah
ini:

1. Nama :
NIP :
Jabatan/pekerjaan :
(selanjutnya disebut PIHAK KESATU)

2. Nama :
NIP :
Jabatan/pekerjaan :
(selanjutnya disebut PIHAK KEDUA)

Berdasarkan Surat Tugas Nomor: ………. Tanggal …… yang dikeluarkan oleh ………. dan
sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor: ………… tanggal ……… dengan
disaksikan oleh ………….. telah melaksanakan penghapusan barang tersebut pada daftar
terlampir dengan cara penghibahan/penyerahan yang terdapat pada Kantor …………….....

Dengan ketentuan sebagai berikut:
1. PIHAK KESATU telah menghibahkan/menyerahkan barang dimaksud kepada PIHAK

KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima barang tersebut dari PIHAK KESATU
pada/hari tanggal tercantum pada Berita Acara ini, bertempat di ……………….........

2. Terhitung mulai hari/tanggal tersebut pada butir 1 maka segala penguasaan
tanggungjawab atas pemilikan dan pengurus barang tersebut beralih dari PIHAK
KESATU kepada PIHAK KEDUA.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Yang menerima/penyerahan barang Yang menghibahkan/menyerahkan barang

(PIHAK KEDUA) (PIHAK KESATU)

(………………………………) (……………………………………….)
NIP NIP

MENGETAHUI:
Yang Menyaksikan,

Atasan Langsung Pejabat/
PIHAK KESATU

(……………………….)
NIP
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Lampiran 1t

Contoh

LAMPIRAN BERITA ACARA PENGHIBAHAN
NOMOR:

Mengetahui Dibuat di :
Atasan Langsung Yang menyaksikan Yang menerima Hibah/ pada tanggal:
PIHAK KESATU, Penyerahan barang yang menyerahkan

(PIHAK KEDUA) barang
(PIHAK KESATU)

(……………….) (………………..) (……………………) (………………………)
NIP NIP NIP NIP
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BARANG
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Lampiran 1u

Contoh

PANITIA PELAKSANAAN BARANG
DENGAN CARA…………………….

PADA KANTOR:)*
Diisi dengn nama kantor/unit/satker

Nomor : .....……,  …………………….
Lampiran :
Hal : Laporan Pelaksanaan

Penghapusan Barang

Kepada Yth.
Di

Memenuhi Surat Tugas Nomor: ……….tanggal……….yang dikeluarkan oleh:
…….. dengan hormat dapat kami laporkan sebagai berikut:
1. Cara Pelaksanaan Penghapusan

Penghapusan barang sebagaimana tersebut pada daftar terlampir telah
dilaksanakan dengan cara penjualan lelang/penjualan tanpa
lelang/pemusnahan/penghibahan  **) sebagaimana dimaksud pada
Berita Acara terlampir;

2. Waktu dan tempat pelaksanaan
Penghapusan barang dimaksud telah dilaksanakan pada:
Hari/tanggal :
Waktu :
Tempat :

3. Uang hasil penjualan barang
Uang hasil penjualan barang secara lelang/tanpa lelang   **) sebesar Rp.
……….., (………….) telah disetor ke Kas Negara sebagai bukti setor
Nomor: ………………… tanggal ………….
Sebagai data pendukung, bersama ini kami lampirkan:
a. Salinan/copy Surat Tugas tentang Panitia Pelaksanaan Penghapusan

Barang;
b. Risalah lelang untuk barang yang di ………..secara lelang;
c. Berita Acara Penjualan Tanpa Lelang/Pemusnahan/Penghibahan **);
d. Tanda Bukti setoran uang hasil penjualan barang;
e. Dokumen yang diperlukan.

Panitia Pelaksana
Penghapusan Barang,

(………………………………..)

Tembusan:
1. …………….
2. ................
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Lampiran 1v

Contoh

KEMENTERIAN AGAMA
SATKER ………………
SURAT  KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : ……………………………………………………………………
NIP : ……………………………………………………………………
Alamat : ……………………………………………………………………
Jabatan : ……………………………………………………………………

Menerangkan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya
bertanggung jawab dan bersedia mengganti kerugian Negara karena
hilang/terbakarnya/rusaknya barang milik Negara berupa :

1. ………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………...
3. ……………………………………………………………………………………..

dengan nilai taksiran sebesar Rp. …………….. (……………………………)
karena lalai/kesilapan/kesengajaan saya.

2. Jumlah kerugian Negara tersebut akan saya bayar/angsur selama 2
(dua) tahun dengan menyetor uang Ganti Rugi ke Kas Negara di
…………………… dengan pembayaran pertama tanggal
……………………………. sebesar Rp. ………………………….
(…………………………….)
Angsuran setiap bulan sebesar Rp. ………………………………..
Angsuran terakhir sebesar       Rp. ………………………………..

3. Untuk pelaksanaan bukti di atas saya bersedia menandatangani
surat perjanjian Pembayaran Ganti Rugi dengan pemerintah
cq…………………………………..

4. Jaminan pembayaran/angsuran Ganti rugi tersebut saya berikan
berupa :
1. ………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………

5. Selanjutnya saya telah memaklumin setelah saya menandatangani
surat keterangan ini tidak boleh lagi mengajukan pembelaan diri
dalam bentuk apapun, dan akan menaatinya.

Catatan :
A. Bahwa Negara dapat membebaskan yang bersangkutan dari

pertanggungjawaban dan ia akan menerima kembali apa yang
telah dibayar, jika setelah pemberian keterangan ini terdapat hal-
hal yang  yang sekiranya diketahui lebih dahulu, akan
menyebabkan Negara membebaskannya dari pertanggungjawaban.
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B. Bahwa Negara masih dapat menghapuskan kekurangan
perbendaharaan dan yang bersangkutan akan menerima kembali
apa yang telah dibayar, apabila setelah keterangan ini diberikan,
ternyata bahwa keterangan termaksud dapat diperhitungkan
dengan kelebihan-kelebihan yang terdapat dalam pengurusannya,
atau kekurangan itu adalah akibat dari pengaruh alam,
pencurian, rusak, hilang diluar kesalahan, kelalaian atau
kealpaannya.

C. Bahwa dalam pertanggungjawaban bersama, kepadanya dapat
diberi pembayaran kembali apa yang seharusnya dibebankan
kepadanya.

D. Bahwa yang bersangkutan dapat meminta pembebasan dan/atau
pembayaran kembali atas dasar ketentuan tersebut dalam pasal
19 ICW.

Disaksikan oleh atasan langsung, ……………..,………………..

( ………………………………………. ) ( ………………………………… )
NIP. NIP.
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Lampiran 1w
Contoh

Laporan lengkap tentang kerugian Negara untuk melaksanakan tata cara
tuntutan ganti rugi (sbtl. 1904 Nomor 241)

1. Bila dan dengan cara bagaimana peristiwa kerugian telah diketahui:

2. Beberapa jumlah kerugian yang diderita Negara (apabila belum dapat

ditetapkan dengan pasti, supaya dikira-kira) dan atas dasar apa penetapan

(penaksiran) jumlah kerugian itu dilakukan :

3. Nama dan jabatan/pangkat dari para pegawai yang bersalah/lalai dan apa

alasannya (para) pegawai itu harus dianggap bersalah/lalai :

4. Apakah hal itu sudah dilaporkan kepada pihak polisi dan apakah ada

vonis hakim, jika sudah supaya dilampirkan berita acara pemeriksaan

polisi/vonis hakim:

5. Apabila ada pihak ke III (partikelir) yang dirugikan beberapa yang telah

dibayar kepada pihak tersebut sebagai ganti rugi dan berdasarkan

keputusan/peraturan:

6. Apabila ada pihak ke III (partikelir) yang diuntungkan berapa dan dasar

apa Negara dapat menuntut pembayaran kembali dari pihak tersebut :

7. Apakah peristiwa ini juga mengakibatkan suatu kekurangan

perbendaharaan (comptabel tekort). Jika demikian siapakah yang harus

dianggap bendaharwan dan apakah ia dapat dinyatakan bebas dari

kesalahan/kelalaian/kealpaan. Jika bebas apakah telah dilakukan

/diusulkan penghapusan berdasarkan LN 1956 Nomor 33/36 (jika tidak

bebas harus dibuat pula laporan-laporan II B)

Dengan laporan ini turut dilampirkan (coret yang tidak perlu) :

1. Salinan Surat Keterangan Kepolisian/Berita Acara Pemeriksaan Polisi

……………. Tanggal ………………. Nomor …………......................................

2. Salinan vonis hakim ………………..Tanggal…………….Nomor.…….................

3. Asli surat keterangan tanggung jawab mutlak atas nama

…………..........................Tanggal …………….............................................

4. Laporan lengkap tentang kekurangan perbendaharaan sebesar Rp

………………….................. Tanggal …………………......................................

5. ………………………………………………………………………………………………....

6. ...........................................................................................................

…………., …………………

(jabatan dan nama terang yang

memberikan laporan)
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Lampiran 1x

Contoh

LAPORAN PEMERIKSAAN BARANG HILANG

SATKER : ………………………..........................
SURAT PERINTAH NOMOR : …………………………………………....
TANGGAL : …………………………………………….
HARI, TANGGAL PEMERIKSAAN : ……………………………………………

1. DATA BMN YANG HILANG (TERLAMPIR)

2. PEMILIK BARANG

a. Unit Pemakai Barang :

b. UAKPB :

c. UAPPB-W :

d. KIB :

3. WAKTU KEHILANGAN

Perkiraan waktu terjadinya kehilangan

- Hari : ………………………………………………………….

- Tanggal : ……………………………………………………………

- Jam : ……………………………………………………………

4. PENGURUSAN PENGAMANAN BARANG

a. Nama Pimpinan unit Kerja : ……………………………………………

b. Nama Pengurus Barang : ……………………………………………

c. Nama atasan langsung

Pengurus Barang : ……………………………………………

d. Nama/Jabatan petugas yang

bertanggung jawab di bidang

pengamanan saat terjadinya

kehilangan barang : ……………………………………………

5. TEMPAT PENYIMPANAN/PELETAKAN BARANG

a. Macam tempat penyimpanan/

Peletakan barang : ……………………………………………
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b. Lokasi tempat penyimpanan/peletakan barang:

- Desa/Kelurahan : …………………………………………

- Kecamatan : ……………………………………………

- Kotamadya/Kabupaten : ……………………………………………

- Provinsi : ……………………………………………

c. Keadaan tempat penyimpanan

Peletakan barang dalam

hubungannya dengan barang: ……………………………………………

6. PELAPORAN TENTANG KEHILANGAN

a. Laporan informasi (lisan)

- Disampaikan oleh : …………………………………………...

- Hari, tgl, jam laporan : ……………………………………………

b. Laporan formal (tertulis)

(1) – Disampaikan oleh : ……………………………………………

- Kepada : …………………………………………….

- Nomor dan tgl surat : ……………………………………………

(2) - Disampaikan oleh : ……………………………………………

- Kepada : ……………………………………………

- Nomor dan tgl surat : ……………………………………………

7. INFORMASI LISAN YANG DIPEROLEH TIM

a. Dari Pimpinan Unit Kerja : ……………………………………………

b. Dari atasan langsung

Pengurus barang : ……………………………………………

c. Dari Pengurus Barang : ……………………………………………

d. Dari petugas pengamanan

Unit Kerja tersebut : ……………………………………………

e. Dari aparat Pemda : ……………………………………………

8. INFORMASI TERTULIS YANG DAPAT DIKUMPULKAN TIM BERUPA :

(1) ………………………………………………………………………………...

(2) ...............................................................................................

(3) …………………………………………………………………………………
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9. LAIN-LAIN :...................................................

10. KESIMPULAN TIM

Barang yang hilang adalah : ……………………………………………

11. SARAN-SARAN TIM : ……………………………………........

..................................................

..................................................

TIM PEMERIKSA

NO. NAMA JABATAN TANDA TANGAN KET.
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Lampiran 1y

Contoh

DAFTAR PERTANYAAN
Laporan tentang kerugian yang diderita oleh Negara

1. Nama Barang dan NUP

barang yang hilang : ……………………………………

2. Kapan dibelinya dan berapa harga

tiap satuan, harga seluruhnya

menurut buku : ……………………………………

3. Dimana dan bagaimana cara

penyimpanan/perawatnnya : …………………….………………

4. Bagaimana dan kapan terjadinya

kehilangan/pencurian : ……………………………………

5. Berapa harga (menurut taksiran

harga luar) barang itu : ……………………………………

6. Nama, pangkat dan tempat tinggal

dari pejabat yang memegang

barang-barang itu : ……………………………………

7. Nama, pangkat dari atasan pengu-

rus barang yang bersangkutan : ……………………………………

8. Dalam kedudukan apa yang ber-

sangkutan telah memegang

barang-barang itu : ……………………………………

9. Bilamana hal merugikan Negara

Terjadi : …………………………………….

10. Bilamana hal merugikan itu dike

tahui oleh siapa dengan cara

bagaimana : ……………………………………

11. Apakah ada pegawai lain lagi

yang dianggap bersalah dalam

hal ini, hendaknya disebutkan

nama pangkat dan tempat tinggal

sekarang serta alasannya : ………………………………….
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12. Apakah yang memegang barang

Itu dianggap bersalah lalai, alpa

dan sebagainya dalam hal

kehilangan barang-barang tersebut : …………………………………….

13. Apakah mereka, yang merugikan

sanggup dan mau secara sukarela

melunasi jumlah kerugian yang

diderita Negara tersebut dalam

tempo sesingkat mungkin : ……………………………………

14. Pegawai-pegawai Negeri manakah

yang berkewajiban melakukan

pengawasan atau pengurangan

barang yang dipersoalkan : ……………………………………

15. Dapatkah mereka itu dipertang

gungjawabkan dalam arti pasal

74 ICW atas kerugian tersebut?

Jika tidak, apa sebabnya? Jika dapat,

apakah alasannya? : ………………………………….

16. Apabila tidak ada yang bersalah

sehingga barang yang hilang itu

dapat diusulkan untuk dihapuskan,

harus dinyatakan alas an-alasannya

yang cukup kuat : ……………………………………

Disetujui : Pimpinan Satuan Kerja ybs

Pegawai yang lalai/menghilangkan,

( ……………………………………… ) ( …………………………………………. )
NIP. NIP.
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Contoh

SURAT PEMBERITAHUAN (GUGATAN)

Jakarta, ………………………………

Kepada :
Sdr. …………………………………….
Di ………………………………………..

Menurut laporan tim pemeriksa yang terdiri dari
……………………….............................................................................
Tertanggal ………………………. Saudara telah melakukan perbuatan
melanggar hukum/melalaikan kewajiban sehingga karenanya baik
langsung atau tidak langsung menyebabkan Negara menderita kerugian
sebesar Rp. ………………………….. yang terdiri dari uang sebesar Rp
……………………. dan berupa barang dengan harga Rp. ………………....

Vonis hakim Pengadilan Negeri di …………………. yang
menjatuhkan hukuman penjara selama …………………… dan hukuman
jabatan berupa pemecatan dari jabatan dengan tidak hormat, tidak
mengurangi hak Negara untuk menuntut penggantian kerugian tersebut
di atas berdasarkan Pasal 74 ICW.

Dengan ini kepada Saudara diberikan kesempatan dalam waktu
14 (empat belas) hari setelah menerima surat ini, untuk mengajukan
pembelaan diri secara tertulis.

a.n. Menteri Agama
Sekretaris Jenderal,

( ………………………………… )
NIP.
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